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DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

uforia Pemilu tidak hanya
Edirasakan oleh golongan

tertentu saja, baik elite
politik, pemerintahan hingga
masyarakat umum semuanya turut
menyongsong pesta demokrasi
yang hari“H” nya dilakukan
bersamaan, yaknipemilihan
presiden (Pilpres) dan pemilihan
calon anggota legislatif (Pileg) baik

ditingkat pusat hingga daerah,
termasuk pula DPD.

Skema Pemilu yang besar dan rumit

sepanjang sejarah inibarukaliini
terjadidilndonesia, tercatat pada
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tanggal 17 April 2019 mendatang,
sehingga momentum itu menjadi
krusial bagi semua pihak, baik
darisisipenyelenggaraannya
maupun potensi-potensi terjadinya
pelanggaran tindak pidana Pemilu,
yang merupakan tumpuan serta
harapan dariseluruh rakyat
Indonesia.

Sebagaisalah satu rumahrakyat,
Komisi Yudisial menegaskan bahwa
eksistensinya dalam menjalankan
tusi sebagai pengawas eksternal
kekuasaan kehakiman tidak akan
tertinggal untuk mengawal pesta
demokrasimilik rakyat ini.

Untukitu, semua lini dikerahkan
ekstra, seperti pemantauan
persidangan, penerimaan laporan
masyarakat, advokasi hakim dan
investigasi, dihimpun menjadi satu
kekuatan yang dinamakan “Desk
Pemilu Komisi Yudisial.”

Desk Pemilu merupakan wujud
komitmen dari Komisi Yudisial
dalam upaya mencegah terjadinya
pelanggaran kode etik hakim, dalam
haliniadalah hakim yangdiberi
mandat untuk mengadili perkara
Pemilu. Disisi lain, Komisi Yudisial

DARI REDAKSI

bersama Badan Pengawas Pemilu
telah sepakat untuk memperkuat
“pengawasan,” dalam potensi
terjadinya maladministrasi,
sekaligus menghimbau pihak-pihak
agar senantiasa menjaga stabilitas
penyelenggaraan Pemilu agar
senantiasa kondusif, dan faedahnya
bagi bangsa Indonesia yakni,

dapat merasakan nikmatnya
berdemokrasi yang aman, jujur, fair,
dan adil.

Kamidaritim redaksiberupaya
menyusun setiap rubrik dalam edisi
iniagar dapat menyajikan informasi
seputar hukumdan peradilan, yang
relevan dengan tema besar Bangsa
Indonesia, yakni Pemilu 2019,

yang tengah dinanti-nantikarena
euforianya kerap menyelimuti
seluruh elemen masyarakat.

Akhirul kalam semoga kita semua
adalah bagian yang mendukung
persatuan dan keutuhan bangsa,
demiterselenggaranya Pemilu
yang bersih dan transparan, yang
merupakan ikhtiar kita bersama.

Selamat Membaca,

Tim Redaksi

www.komisiyudisial.go.id
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KY FOKUS PENGAWASAN
SENGKETA PEMILU
DI PENGADILAN




LAPORAN
UTAMA
y

O kulonprogo.go.s

ndonesiapada 17
IApril 2019 nanti

akan menggelar
pesta demokrasiyang
baru pertamakali
dilakukan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia,
yakniPemilu serentak
pemilihan calon anggota
legislatif (Pileg) dan
pemilihan presiden
(Pilpres).

Pemilu kaliini
disebut-sebut yang
paling rumit, kompleks,
dankeras dibanding
dengan kontestasi
politik di tahun-tahun
sebelumnya. Halitu
dikarenakan, Pilpres dan
Pileg berlangsung secara
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serentak, baik di tingkat
pusat hingga daerah,
termasuk DPD. Karena
itu, potensikecurangan
yang dilakukan baik oleh
partai politik maupun para
caleg pun sangat mungkin
terjadi, bahkan masif.

Banyaknya potensi
pelanggaran pidana
Pemilu yang terjadi, baik
sebelum maupun pada
hariH pencoblosan, 17
Aprilnanti, diyakiniakan
bermuaradilembaga
peradilan, baik di
Mahkamah Agung (MA)
maupun Mahkamah
Konstitusi (MK). Komisi
Yudisial (KY) memiliki
komitmen untuk

2019

llustrasi pemilu 2019

PEMILIHANUMUM

mewujudkan pengawasan
proses demokrasidi
lingkup pengadilan, dalam
rangka mewujudkan
sengketa peradilan Pemilu
2019 yangjujur, adil,
berwibawa dan akuntabel.
Sekaligus menjaga
kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku
hakim dalam memeriksa,
mengadili,dan memutus
sengketa Pemilu.

LangkahnyataKY dalam
menegakkan pelaksanaan
Pemilu 2019 yangjujur
dan adil telah diawali sejak
28 Agustus 2018. Saat

itu, KY bersamadengan
Komisi Pemilihan Umum
(KPU), Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu),
Dewan Kehormatan
Penyelenggaraan Pemilu
(DKPP), sejumlah
Perguruan Tinggi, NGO,
dan Perwakilan Jurnalis
telah mendeklarasikan
“Komitmen Bersama
Wujudkan Peradilan Yang
Jujur dan Adil” di Gedung
KY, Jakarta.

Setelah melakukan
beberapa kali pertemuan
koordinasi membahas
materiMoU, akhirnya
KY dan Bawaslu

bisa melakukan
penandatanganan

nota kesepahaman

atau Memorandum of
Understanding (MoU)

www.komisiyudisial.go.id



"Harapannya dengan adanya MoU ini, KY dan Bawaslu dapat
melakukan penegakkan perkara pemilu yang jujur dan

adil, baik itu pelanggaran ataupun sengketa, danjugajenis
perkaralainnya. Disamping itu, bisa mempererat hubungan
kedualembaga, terutama dalam permintaan bantuan untuk
melakukan pemantauan dan pengawasan hakim perkara

pemilu yang dikawal oleh Bawaslu. ”

LAPORAN

UTAMA
h

terkait pemantauandan
pengawasan perkara
Pemilu dipengadilan serta
advokasihakim perkara
Pemilu, di AuditoriumKY,
Jakarta. Penandatanganan
MoU dilakukan oleh Ketua
KY Jaja Ahmad Jayusdan
Ketua Bawaslu Abhan.

Saat penandatanganan
MoU, hadir AnggotaKY,
Anggota DPR sekaligus
perwakilan Partai Politik,
Anggota Bawaslu,
Anggota KPU, hakim,
perwakilan pengadilan,
dan media.

MoU ini untuk

mempererat hubungan
kerjasamaantara

www.komisiyudisial.go.id

kedua lembaga terkait
dengan pengawasan
penyelenggaraan Pemilu
maupun penyelesaian
perkara Pemiludi
pengadilan. Bawaslu
memiliki peran strategis
untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilu,
sementara KY berwenang
untuk mengawasi hakim
yang menanganiperkara
Pemilu di pengadilan.

Ketua Komisi

Yudisial Jaja Ahmad
Jayus mengatakan,
penyelenggara Pemilu
wajib untuk melaksanakan
pesta demokrasidengan
jujur dan adil. Termasuk
lembaga yudikatif juga

harus menerapkan hal
serupa. Halinimengingat,
pelaksanaan kontestasi
seperti Pemilu sangat
rawan terjadipersoalan
hukum, baik pelanggaran
maupun sengketa yang
berujung ke lembaga
peradilan.

Menyadaribahwa
lembaga peradilan
mempunyai peran
strategis dalam
penegakkan perkara
Pemilu, KY sebagai
lembaga yangdiberi
amanah untuk menjaga
dan menegakkan
kehormatandan
keluhuran martabat
serta perilaku hakim

MARET 2019

berkomitmen untuk
menjaga dan mengawasi
proses penegakan Pemilu.
Harapannya, pelaksanaan
Pemilu bisa berjalan
denganjujur dan adil dari
hulu hingga ke hilir.

“Harapannyadengan
adanya MoUini, KY dan
Bawaslu dapat melakukan
penegakan perkara
Pemilu yangjujur dan
adil, baik itu pelanggaran
ataupun sengketa, dan
jugajenis perkaralainnya.
Disampingitu, bisa
mempererat hubungan
kedualembaga, terutama
dalam permintaan
bantuan untuk melakukan
pemantauan dan

EDISI .
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UTAMA

pengawasan hakim
perkara Pemilu yang
dikawal oleh Bawaslu,”
kata Jaja Ahmad Jayus
disela-selaMoU antara
Komisi Yudisial dan
Bawaslu di Auditorium
GedungKY, Jakarta, Rabu
(20/3/2019).

Dalam kesempatanitu,
Jajajugaberharap dapat
menarik atensidari
berbagai stakeholder
untuk bersama-sama
denganKY dan Bawaslu

- ,fg
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mewujudkan pelaksanaan

Pemilu yangjujur dan
adil. “Semoga dalam
pelaksanaannya, KY
dan Bawaslu bisa
bersama-samadengan
perguruan tinggi,
teman-teman NGO, dan
parajurnalis, dalam
membantu pengawasan
perkara Pemilu di

pengadilan,” terang Jaja.

Diantara kesepakatan
MoU antaraKY dan
Bawaslu adalah, tukar

menukar informasi terkait
dengan pelanggaran
Pemilu dan penanganan
perkara-perkara Pemilu
dipengadilan. Sehingga,
pelanggaran Pemilu
dapat diproses sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku dan penyelesaian
perkara dipengadilan
dapat berjalan secarafair,
objektif dan transparan.

Bawaslujuga dapat
meminta bantuan
kepada KY apabila pada

Pmagiatanqanan Nnta Keanah

.ﬂmtara

waktu menjalankan
tugasnya menghadapi
permasalahan hukum
hingga berujung

pada penyelesaian di
pengadilan.

Selainitu, kerja samaini
juga untuk mencegah
atau mengantisipasi
terjadinyatindakan
anarkis atau kerusuhan
selama penanganan
perkara Pemilu di
pengadilan. Apabila
terjadi tindakan yang

MoU mempererat
hubungan Komisi
Yudisial dan Bawaslu
dalam pengawasan
penyelenggaraan
Pemilu 2019

www.komisiyudisial.go.id



merendahkan keluhuran
martabat hakim, KY akan
mengambil langkah
hukum atau langkah lain
dalam bentuk advokasi
represif sebagaiupaya
perlindungan atas
independensi kekuasaan
kehakiman.

“Pelaksanaan Pemilu 2019
perlu didukung seluruh
elemen masyarakat.
Karenaitu, KY sangat
berharap agar masyarakat
membantu KY untuk
melakukan pemantauan
persidangan Pemilu agar
berlangsung bersih dan
adil,” tuturnya.

Sementaraitu, Ketua
Bidang Hubungan Antar

www.komisiyudisial.go.id

LembagadanLayanan
InformasiKY Farid

Wajdi menegaskan,

KY memiliki komitmen
penuh untuk mewujudkan
terselenggaranya Pemilu
yang adil danbersih.

Halinisesuaidengan
konsepsikeadilan Pemilu
yang mensyaratkan
penyelesaian Pemilu
benar-benar menjamin
perlindungan terhadap
hak-hak Pemilu dan hak
warga negara.

Targetnya, dalam
pelaksanaan Pemilu nanti,
tidak terjadi manipulasi
atau tindakan curang yang
dilakukan pihak-pihak
tidak bertanggung

* Farid Wajdi
Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembaga dan
Layanan Informasi

jawab."Pemilujuga harus
memastikan tegaknya rule
of law dan perlindungan
terhadap hak warga
negara,” ucap Farid.

Ketua Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Abhan
Misbah mengatakan,
pengawasan Pemilu
2019 membutuhkan
kerja keras darijajaran
Bawaslu karena model
pengawasannya

jauh berbeda

dengan pengawasan
Pemilu-Pemilu
sebelumnya. Dalam hal
pengawasan, Bawaslu
melibatkan banyak
lembaga terkait, salah
satunyaKY. Tahunini,
Pemilu serentak pertama

LAPORAN

UTAMA

EKA

ALAH KOMISI YUDISIAL,

antara Pemilu legislatif
(Pileg) dan Pemilu
presiden (Pilpres).

Sementara, UU Pemilu
jugajauh bedadengan
UU Pemilu sebelumnya,
terutama mengenai
ambang batas parlemen,
dari 3,5 persen naik
menjadi 4 persen.

“Tentu haliniakan punya
dampak pada tingkat
kompetisi pada peserta
Pemiluyang lebih keras
dan ketat, baik antar
parpol maupun antar
peserta Pemilu,” kata
Abhan.

Selainitu,ada
proporsional terbuka.

EDISI
JANUARI
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LAPORAN

UTAMA

ltu berartisesama
calegdalam satu parpol
pun bisa berkompetisi
untuk mendapat suara
terbanyak untuk bisa
dikonversisuaranya
menjadi kursi.
Artinya, dua faktor

inilah membedakan
pengawasan Pemilu 2019.

“Terkait pengawasan
inimenjadikerjakeras
bagijajaran kamiuntuk
melakukan pengawasan
secaramaksimal. Kami
pun sudah menjalin
kerjasama pengawasan
dengan sejumlah lembaga
terkait, diantaranya
Komisi Yudisial dalam
rangka pengawasan
hakim yang menangani
sengketa pidanadi
pengadilan,” kata Abhan.

KY Maksimalkan
Peran Satgas Desk
Pemilu

KY secararesmi
meluncurkan satuan
tugas khusus yang
bernama Desk Pemilu.

Satgas Desk Pemiluini
bertugas melakukan
pemantauan
persidangan perkara
Pemilu di pengadilan,
menindaklanjutilaporan
dugaan pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim
(KEPPH) dalam perkara
Pemilu, dan melakukan
upaya-upaya apabila

n Konmisi YupisiAL
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adadugaan perilaku
yang merendahkan
kehormatan dan harkat
martabat hakim.

Desk Pemilu diluncurkan
secararesmioleh

Ketua Komisi Yudisial
Jaja Ahmad Jayus usai
penandatanganan nota
kesepahaman ayau MoU
antara KY dan Bawaslu di
AuditoriumKY, Jakarta,
Senin (18/3/2019).

Ketua Bidang
Pengawasan Hakim dan
Investigasi KY Sukma
Violetta menjelaskan,
Desk Pemilu yang

baru saja diresmikan
adalah satuan tugas

ala

khusus yang dibentuk
KY untuk menjalankan
tugas pemantauan dan
pengawasan, serta
advokasi hakim perkara
Pemilu.

Tujuan KY membentuk
Desk Pemilu karena
perkara sengketa
Pemilu memiliki potensi
menimbulkan gejolak,
karena komponen yang

terlibat begitu banyak dan

memerlukan biaya yang
tinggi.

Setiap penyelenggaran
Pemilu sangat rawan
terjadi gesekan sosial
baik pada masa-masa
kampanye maupun saat

=sial

pemilihan umum pada 17
Aprilberlangsung.

Apalagijikamelihat
sistem Pemilu 2019 yang
disebut-sebut paling
rumit dan kompleks
dibandingdengan
kontestasi politik di
tahun-tahun sebelumnya,
potensi konflik dan
pelanggaran Pemilu
baik antar kontestan
maupun kontestan
dengan penyelenggara
Pemilu akan meningkat
signifikan.

Melihat kecenderungan di
atas, Sukma menyakini,

pengadilan pada akhirnya
menjadigerbang penentu

Sukma Violetta
Ketua Bidang
Pengawasan Hakim dan
Investigasi

www.komisiyudisial.go.id
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“Desk Pemilu ini upaya KY mendorong

konsepsi keadilan pemilu atau electoral justice

yang mensyaratkan penyelesaian pemilu

benar-benar menjamin perlindungan hak-hak

peserta pemilu dan hak warga negara.”

dalam menangani
gesekan-gesekan
tersebut. Oleh karenanya,
diperlukan hakim yang
mumpunibaik darisegi
pengetahuan maupun
integritas agar dapat
menyelesaikan perkara
dipengadilan secarafair,
objektif,dan transparan.

Sukma selain
menjabarkan terkait teknis
Desk Pemilu, diajuga
menjelaskan tata cara
permohonan pemantauan
persidangan bagi stake
holder atau mitra terkait,
termasuk laporan
masyarakat, dan advokasi
hakim.

“KY melakukan
pemantauandan
pengawasan, serta
advokasiterhadap
perilaku hakim

yang terlibat dalam
penanganan perkara
Pemilu tahun 2019 sebagai
pesta demokrasi sesuai
dengan kewenangannya,”
terang Sukma.

www.komisiyudisial.go.id

Ketua KY Jaja Ahmad
Jayus mengaku sangat
mendukung dengan
pembentukan Desk
Pemilu yang baru saja
diresmikan lembaganya
tersebut. Sebagai
lembaga Negara yang
mandiri, pembentukan
Desk Pemilu sebagai
wujud komitmen
institusinya dalam
mewujudkan Pemilu yang
adildan bersih.

Namun, jika melihat
sistem Pemilu yang
dijadwalkan pada 17
April 2019, dimana
menggabungkan
pelaksanaan pileg dan
pilpres secara serentak
diseluruh Indonesia, ini
sangat kompleks, rumit,
dan kompetitif dalam
perjalanan demokrasi
elektoral dilndonesia.

Dengan kondisi ketatnya
persainganini, potensi
pelanggaran Pemilu
semakin besar, seperti
adanya potensi praktik

politik uang atau politik
transaksional disebabkan
para peserta Pemilu
berpikir pragmatis
denganjalan pintas, baik
dilakukan oleh partai
politik maupun oleh para
caleg.

Pelaksanaan Pemilu 2019
berpotensi memunculkan
sengketa pelanggaran
administratif Pemilu

LAPORAN

UTAMA

yang diselesaikan
melalui Pengadilan
TataUsahaNegara,
sedangkan pelanggaran
tindak pidana Pemilu
diselesaikan di
pengadilan umum.

“Desk Pemiluiniupaya
KY mendorong konsepsi
keadilan Pemilu atau
electoral justice

yang mensyaratkan
penyelesaian Pemilu
benar-benar menjamin
perlindungan hak-hak
peserta Pemiludan
hak warga negara,” Jaja
Ahmad Jayus

Pemantauan persidangan
Pemilu merupakan
langkah pencegahanKY
dengan menggandeng
beberapa perguruan
tinggi yang sudah
bermitra.

KY melakukan

pemantauan dan

pengawasan, serta
advokasiterhadap perilaku

hakim yang terlibat dalam
penanganan perkara
Pemilu tahun 2019

JAN%%I% Komisi i
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LAPORAN

UTAMA

“Diharapkan penyelesaian pemilu
(di pengadilan) inibenar-benar
menjamin perlindungan terhadap
hak-hak pemilu dan hak warga
negara sebagai pemilih dalam
pelaksanaan pemilu ini dilakukan
secarabersih danadil.”

KY juga sudah
menyiapkan panduan
pemantauan
sidang-sidang Pemilu
yang akan dipakai tim
pemantau. Karenaitu,

KY mengajak semua
elemen masyarakat untuk
membantu menciptakan
peradilan yang bersih dan
transparan.

Pemantauan perkara
Pemiluinidilakukan
dengan melibatkan
banyak pemangku
kepentingan, mulai dari
kalangan kampus hingga
organisasi masyarakat
sipil.

Pemantauan yang lebih
massal dan serentak itu
agar pemilihan umum dan
proses penanganannya

EDISI
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pascahari-H berjalan
dengan baik.

Para pemantau akan
melihat setidaknya dua
hal. Pertama, apakah
ada gangguan terhadap
hakim-hakimyang
menangani perkara
Pemilu, baik pada saat
sidang maupundiluar
persidangan. Misalnya
menggunakan tekanan
massa terhadap hakim
yang hendak memutus
pidana Pemilu. Kedua,
melihat dugaan
pelanggaran kode etik
hakim saat menangani
perkara Pemilu.

Apabilaterjaditindakan
yang merendahkan
keluhuran martabat
hakim, KY akan

mengambil langkah
hukum atau langkah lain
yang merupakan bentuk
advokasirepresif sebagai
upaya perlindungan atas
independensikekuasaan
kehakiman.

Dalam melakukan
pengawasan hakim, KY
menerima laporan dugaan
pelanggaran Kode Etik
dan Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH) yang
dilakukan oleh hakim
yang memeriksa perkara
Pemilu.

KY akan tukar-menukar
informasi terkait
pelanggaran Pemilu

dan penanganan
perkara-perkara Pemilu di
pengadilan bekerja sama
dengan Bawaslu.

“Diharapkan penyelesaian
Pemilu (di pengadilan) ini
benar-benar menjamin
perlindungan terhadap
hak-hak Pemilu dan

hak warga negara

sebagai pemilih dalam
pelaksanaan Pemiluini
dilakukan secara bersih
danadil,” terangnya.

Selainitu, sejak

tahun 2018 KY telah
melakukan peningkatan
kapasitas hakim melalui
pelatihan-pelatihan
tematik khusus tema
Pemilu. Nantinya,
hakim-hakiminilah yang
akanmenanganikasus
sengketa Pemilu.

KY telah melakukan

pelatihan kepada hakim
berkaitan isu Pemilu.

www.komisiyudisial.go.id



Tahun 2018, KY telah
laksanakan diMedan
dan Surabaya sebanyak
81hakim. Tahun 2019
ini telah dilaksanakan
diBogor (40 hakim),
Makassar (36 hakim)
dan berikutnya akan
dilaksanakan diManado.

Pelatihan tematisini
bekerjasamadengan
Mahkamah Agung

(MA) dan lembaga
penyelenggara Pemilu.
Dalam pelatihanitu,
pemahaman substantif
hakim terhadap regulasi

Pemilu sangatlah penting.

Terlebih, MA telah
menerbitkan Peraturan
Mahkamah Agung
(Perma) No.2 Tahun 2018
tentang Hakim Khusus

www.komisiyudisial.go.id

Jaja Ahmad Jayus
KetuaKY

Tindak Pidana Pemilihan
dan Pemilihan Umum.

Hakim khusus iniadalah
hakim pengadilan
negeridan pengadilan
tinggidarilingkungan
peradilanumumyang
ditetapkan Ketua MA
untuk mengadili perkara
tindak pidana pemilihan
dan pemilihan umum.
Pemilihan merujuk/pada
pemilihan kepala daerah,
sedangkan pemilihan
umum merujuk pada
pemilihan anggota DPR,
DPD, Presiden/wakil
presiden, dananggota
DPRD.

Adaduasyaratutama
untuk bisa ditetapkan
sebagai hakim Pemilu.
Pertama, menguasai

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

pengetahuan tentang
pemilihan dan pemilihan
umum. Misalnya,
pengetahuan tentang

UU Pilkada dan UU No.

7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Kedua,
telah melaksanakan tugas
sebagai hakim minimal
tiga tahun. Jika didaerah
tertentu belum ada hakim
yang genap bertugas
tiga tahun, pengecualian
dimungkinkan.

LAPORAN

UTAMA

Usulan mengenai hakim
yang akan ditetapkan
sebagai hakim Pemilu
datangdariKetua
Pengadilan Negeri,
diusulkan ke Ketua MA
melalui Ketua Pengadilan
Tinggi. Ketua MA Hatta
Ali,jauh-jauh harijuga
mengingatkan agar para
hakim mempersiapkan
dirimenghadapi sengketa
pilkada dan Pemilu. ™

Sejak tahun 2018
KY telah melakukan
peningkatan kapasitas hakim
melalui pelatihan-pelatihan
tematik khusus tema pemilu.
Nantinya, hakim-hakim inilah
yang akan menanganikasus
sengketa pemilu
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WAKIL TUHAN

DARURAT KORUPSI

Fina Puspita Fitriyanti

Pemberitaan terhadap korupsi di media

'I rkim adalah salah satu massa baik cetak maupun elektronik
aparat penegak hukum
yang memiliki peranan senantiasa dapat dinikmati tiap hari.
penting dalam menegakkan . . . . . .
keadilan bagi masyarakat di Mulai dariindikasi sampaipadajatuhnya
Indonesia.

vonis terhadap koruptor.

Hakim yang menyandang

gelar “Yang Mulia” dalam
persidangan dianggap juga
sebagai Wakil Tuhan didunia
dalam menjatuhkan vonis bagi
para pencari keadilan. Tak hanya
logika dan kecerdasan tinggi, rasa
tanggungjawab dan nurani yang
jernih pun diharapkan dibawa
oleh setiap hakim menuju ruang
sidang.

Namunironisnya hingga saat ini
penegakan hukum dilndonesia
belum terlaksana secara optimal,
meskipun penegakan hukum
selalu masuk dalam program
prioritas bangsa siapapun
pemimpin bangsaini.

Penegakan hukum dilndonesia
dikatakan belum terlaksana
secara optimal ditandai dari
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banyaknya hakim yang
terjerat kasus korupsi.
Berdasarkan data Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK), dari tahun 2004
hingga tahun 2018 ada
sebanyak 18 orang hakim
terbukti melakukan
korupsi!

Maraknya hakim yang
terkena Operasi Tangkap
Tangan (OTT) oleh KPK
mengindikasikan bahwa
saat ini Wakil Tuhan
dalam kondisidarurat
korupsi.

Kondisi tersebut turut
mendorong tingkat
kepercayaan publik
terhadap benteng
keadilan terkesan berjalan
ditempat.

Faktor apakah yang
menyebabkan para

Wakil Tuhan banyak

yang terjaring OTT

KPK? Benarkah karena
rendahnya gaji yang
mereka terima selamaini?
Ataukah faktor gaya hidup
mereka yang melangit?
Bukankah pada tahun
2012 pemerintah telah
menaikkan hak keuangan
dan fasilitas hakim secara
signifikan?

Kenaikan tersebut
diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik

1 Komisi Pemberantasan Korupsi,
“Tindak Pidana Korupsi berdasarkan
Profesi/Jabatan”, https://www.kpk.
go.id/id/statistik/penindakan/tpk-
berdasarkan-profesi-jabatan.

www.komisiyudisial.go.id

Indonesia Nomor 94
Tahun 2012 tentang Hak
Keuangan dan Fasilitas
Hakim yang Berada di

Bawah Mahkamah Agung.

Disebutkan bahwa
hakim dibawah
Mahkmah Agung berhak
mendapatkan sejumlah
hak keuangan dan
fasilitas yang cukup
fantastis, yaitu berupa
gaji pokok, tunjangan
jabatan, rumah negara,
fasilitas transportasi,
jaminan kesehatan,

Keberhasilan suatu pemberantasan korupsi bukan
terletak dari banyaknya peraturan perundangan
dan jumlah para koruptor yang menjaditerpidana,
melainkan tidak adanya atau paling tidak minimnya
penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan

atau bahkan untuk
memenuhi kehidupan
yang serba glamour,
mereka menerobos
norma dan kode etik yang
berlaku dalam menjalani
pekerjaannya.

Sumpah jabatan yang
ia lafalkan hanya
sekadar perias bibir dan
formalitas belaka, tidak
diimplementasikan
dengan baik.

Krisis budaya malu yang
saatiniterjadiadalah

diberbagai sektor kehidupan.

jaminan keamanan,
biaya perjalanandinas,
kedudukan protokol,
penghasilan pensiun, dan
tunjangan lainnya.

Persoalan suap yang
melibatkan hakim
berkaitan dengan

rasa malu yang mulai
luntur, hanya untuk
memperkaya diri sendiri

persoalan serius yang
harus ditanggulangi
secara cepat, tidak hanya
dijerat dengan hukuman
kurungan, denda, dan
dimiskinkan, tetapijuga
harus diberikan sanksi
moral.

Halini bertujuan agar
para hakim tidak
akan mengulangi

PERSPEKTIF

perbuatannya lagi
dantindakan tersebut
dijadikan sebagai contoh
bagi hakim-hakim lainnya
untuk tidak melakukan
tindakan korupsi.

Selainitu, Mahkmah
Agung sebaiknya terus
melakukan pembinaan
kepada para hakim terkait
aspek pendidikan akhlak,
sehingga hakim tidak
hanya terampil dalam
menangani setiap perkara
tetapijuga memiliki budi
pekertiluhur.

Disampingitu, harus
ada sanksiyang tegas
bagi para hakim yang
terbukti melakukan
tindakan korupsi, seperti
pemberhentian.

Namun sayangnya, ketika
hakim terjerat kasus
korupsidan ditetapkan
sebagai Tersangka,

maka tidak langsung ia
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“Bagaimana hakim yang terbukti menerima suap

akan merasa jerajika sanksiyang didapatkan
dariinstitusiia bekerja hanyalah pemberhentia

sementara. Halitu tidak akan memberikan efek jera,

bahkan mungkin akan mengulanginyalagi.”

diberhentikan permanen
darijabatannya. Seperti
Iswahyu Widodo dan
I[rwan, Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan.

Maraknya kasus
korupsi tersebut
memunculkan sebuah
pertanyaan masyarakat,
bagaimana pengawasan
terhadap para hakim dalam
melaksanakan kewajiban
pekerjaannya?

T

Mereka ditangkap dalam
OTTKPK pada Selasa
malam hingga
Rabu pagi, 27-28
November 2018
dan berstatus
sebagai Tersangka
kasus dugaan
suap perkaradi
Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.

Namun terhadap
kedua hakim tersebut
hanya diberhentikan
sementara sebagai
PegawaiNegeri
Sipil dengan status
pemberhentian

Media CeriterMahkamahAgung.

EDISL
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Bagaimana hakim yang
terbukti menerima suap
akanmerasajerajika
sanksiyang didapatkan
dariinstitusiia bekerja
hanyalah pemberhentian
sementara. Halitu tidak
akan memberikan efek
jera, bahkan mungkin
akan mengulanginya lagi.

Maraknya kasus korupsi
tersebut memunculkan
sebuah pertanyaan
masyarakat, bagaimana
pengawasan terhadap
para hakim dalam
melaksanakan kewajiban
pekerjaannya?

Mahkamah Agung telah
memberlakukan Perma
Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pengawasan
dan Pembinaan Atasan
LangsungdiLingkungan
Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di
Bawahnya.

www.komisiyudisial.go.id



Dengan diberlakukannya
peraturanini,
pengawasan dan
pembinaan atas
pelaksanaan tugas dan
perilaku hakim baik di
dalam maupundiluar
kedinasan dilakukan
oleh ketua pengadilan.
Sehingga ketua
pengadilan dibebani
tanggung jawab untuk
mengawasi bawahannya.

Dalam perkara korupsi
yang menimpa Hakim
Sudiwardono, ia sebagai
Ketua PT Manado

justru yang melakukan
pelanggarandan
menerima suap dari
anggota Komisi XI DPR
Fraksi Golkar Aditya
Anugrah Moha sebesar
110 ribu dolar Singapura
dalam kasus korupsi
tunjangan penghasilan
aparatur pemerintah
desa Kabupaten Bolaang
Mongondow, Sulawesi
Utara, tahun 2010.

Atas peristiwaini,
secaranalar sulit

untuk menjustifikasi
pengawasan dilakukan
oleh Ketua Pengadilan
tetapijustruKetua
Pengadilan lah yang
menjadi oknum nakal di
pengadilan.

www.komisiyudisial.go.id

Oleh karenaitu, sebagai
atasandariHakim
Sudiwardono seharusnya
ada pimpinan Mahkamah
Agung yang bertanggung
jawab atas kejadian ini
dalam hal pengawasan
dan pembinaan.

Lain halnya dengan kasus
yang menjerat Ketua
Pengadilan Negeri Medan
Marsudin Nainggolan dan
Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Medan Wahyu
Prasetyo Wibowo saat
terjerat OTT KPK di
PengadilanNegeriMedan
pada 28 Agustus 2018
atas adanya transaksi
dalam penanganan
perkara diPengadilan
Negeri Medan.

Namun, mereka tidak
ditetapkan sebagai
Tersangka dan usai
kejadian OTT tersebut

Mahkamah Agung
langsung mengambil
tindakan dengan
memindahtugaskan
(mutasi) keduanya ke
posisi Hakim Yustisial di
Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Mahkamah
Agung.

Mutasiini sekaligus
menunda promosi
Marsudin Nainggolan
menjadi hakim di
Pengadilan Tinggi
Denpasar dan Wahyu
Prasetyo Wibowo
menjadi Wakil Ketua PN
Serang.

Selama menjadi Hakim
Yustisial, mereka tidak
akan lagi mengadili
perkara dipengadilan
karena hanya mengurus
administrasi peradilan
saja.

PERSPEKTIF

N

Kondisi “Wakil Tuhan”
darurat korupsiyang
terjadi akhir-akhir

ini perlu dilakukan
langkah serius untuk
membersihkan mafia
hukum dipengadilan dan
sekaligus mengembalikan
citra pengadilan dimata
publik.

Caranyaadalah
diberikannya sanksi
yang tegas kepada para
hakim yang terbukti
melakukan korupsi dalam
menjalankan tugasnya,
sehingga dengan adanya
sanksiyang tegas
tersebut, maka tidak
akan ada lagi hakim yang
tergoda untuk melakukan
tindakan korupsikarena
pertaruhannya adalah
jabatan yangtelahia
emban danjagaselama
ini. [

"Kondisi “Wakil Tuhan" darurat korupsi

yang terjadi akhir-akhir ini perlu dilakukan

langkah serius untuk membersihkan

mafia hukum di pengadilan dan sekaligus
mengembalikan citra pengadilan di mata

publik. "

JANUARI
MARET 2019
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Pengaruh Media Sosial dalam
Budaya di Masyarakat

(Rosa Tedjabuwana)

rusinformasiyang
semakin deras
memungkinkan

masyarakat mengambil
dan menyerap segala
macam bentuk
pemberitaan baik melalui

media cetak, media sosial,

televisi, radio, dan segala

bentuk perangkat lainnya.

Inilah budaya dimana

masyarakat hidup saatini.

Tidak jarang beberapa
anggota atau kelompok
masyarakat diIndonesia
saatiniseringterlibat
dalam kekerasan,
penghasutan, fitnah,
namun pada saat

yang bersamaan, juga
menerima manfaat
melaluiperdagangan,
layananjasa, penyebaran
ilmu pengatahuan hingga
hiburan.

Teknologiyang
berkembang pesat

memberikan masayarakat

kuasauntuk saling
menyebarkaninformasi
yang sedemikian cepat
dan massif. Namun,
perlu disadari, kuasa
menyiratkan tanggung
jawab, dan segala bentuk
penyampaian informasi

EDISI
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seharusnya dilakukan
dengan penuh tanggung
jawab.

Dalamkata pengantar
buku Filsafat
Kebudayaan, Jannes
Alexander Uhi
berargumen bahwa
kebudayaan tidak pernah
berakhir selama manusia
hidup dialam semesta
ini, mereka akan selalu
berkarya menciptakan
sesuatu.

Proses penciptaanoleh
manusiaitu adalah
upaya untuk menjawab
tantangan agar kehidupan
manusia semakin hari
semakin lebih baik.
(Jannes Alexander

Uhi, 2016: vii). Saat
inikita hidup dimasa
teknologi berkembang
pesat dengan akselarasi
yangjauh lebih cepat
dibandingkan hanya 50
tahunyanglalu. Dengan
budaya, masyarakat
menembus dunia

yang mengintarinya,
mengubah bentuknya,
memberinilaidan
menambahkan makna.
(Jannes Alexander Uhi,
2016:13).

Bahasa membangun
peradaban, mulai dari
bahasayangbersifat
lisan hingga tertulis.
Bahasa sebagai

sarana komunikasi
diciptakan, dibentuk,
dandisesuaikandengan
kebutuhan masyarakat
dengan menggunakan
berbagai media. Mulai
daritulisan, gambar,
hingga audio-visual.
[lmu pengetahuan
danteknologi saat
inimempengaruhi
bagaimana masyarakat
berperilaku, dalam
beberapa halikut
berperandalam
menggeser budaya
tradisional ke arah budaya
global.

Alatkomunikasiyang
diciptakan masyarakat
berkembang hingga
saatinikitamengenal
media social networks,
interactive mass
media, hingga social
media. Media sosial
adalah sebuahjejaring
online, dimana para
penggunanya dapat
berbagi, berpartisipasi
maupupun menciptakan
isidalamdunia virtual.

Acar mendefinisikan
social network sebagai
sekumpulan orang
(atau organisasiatau
entitas sosial lainnya)
yang terhubungdengan
perangkat sosial
sepertikerjasamaatau
pertukaraninformasi.

Media sosial adalah
ruang terbentuknya
masyarakat karena
disanaterdapat interaksi
antar penggunannya.
Media sosial adalah
bentuk masyarakat,
karenaindividu
berinteraksididalamnya
dan membentuk
jaringan-jaringan
interaksiyang bertahan
secara permanen, atau
setidaknya berlangsung
terus-menerus dalam
jangka waktu yang lama.
Interaksidengan media
sosial berkembang mulai
bentuk komunikasisatu
arah saat pengguna
menikmatikonten yang
disediakan sumber media
sepertimisalnya televisi
atau tayanganlive, hingga
berkembang menjadi
bentuk komunikasi

yang dapat melibatkan
pengguna sebagai pengisi

www.komisiyudisial.go.id



konten didalam media
tersebut.

Penggunaan media

sosial merubah

hampir segala bentuk
perilaku masyarakat,
beberapa penelitian di
Amerika Serikat bahkan
menyatakan pengguna
media sosial tidak terbatas
padaremajadanorang
dewasa, sebagian besar
anak berusiadibawah dua
tahun atau yang belum
dilahirkan sudah memiliki
facebook profiles (Adam
Acar, 2014:2).

Pola masyarakat yang
terjadibahwa setiap
masalah yang ditemukan
dalam kehidupan nyata
dapat berasal atau
dibawa masuk ke dalam
social media, misalnya
perceraian, permusuhan,
atau putusnya
persahabatan. Dampak
social media dapat
berlangsung didunia
pengalaman yang nyata,
bahkan Acar menyebut
real-life relationship

are reflections of social
media friendships (Adam
Acar, 2014:2) dan bukan
sebaliknya.

Komunikasi virtual dalam
cyberspace menciptakan
semacam pola
ketergantungan terhadap
alat komunikasiseperti
media sosial. Masyarakat
dapat duduk berjam-jam
dibalik computer hingga
tujuh puluh jam per

www.komisiyudisial.go.id

minggu menghabiskan
waktu di dunia maya
(Piliang, 2004:45).

Etika Utilitarianisme

Etika dapat dipahami
sebagai standar perilaku
yang menjadi pedoman
profesitertentu, seperti
etika kedokteran, etika
advokat, etika bisnis, dan
sebagainya. Etikajuga
dapat dimaknai sebagai
kajian tentang perilaku
manusia tentang apa
yang pilihan baik dan
buruk, atau dengan kata
lainmoral. Pengertian
pertama memiliki makna
praktis, sedangkan yang
kedua menempatkan
etika sebagaiilmuatau
kajian. Penelitianinilebih
berfokus menggunakan
pengertian etika sebagai
ilmu atau studitentang
moral. Etika berbeda
dengan moral. Apabila
moral mengajarkan
bagaimanakita harus
hidup, pilihan apa yang
dianggap baik atau buruk,
maka etika adalahilmu
atau studiyang mengkaji
mengapa orang atau
masyarakat mengikuti
ajaran moral tertentu.

(Magnis-Suseno, 1987:14).

Jauh sebelum Hobbes
dan Bentham, percikan
utilitarianisme telah
muncul pada pemikiran
filsuf Yunanikuno.Dua
diantaranyaadalah
Epikuros dan Aristoteles.
Banyak kalangan

menyalahartikan prinsip
greatest principles sebagai
ajaranyang menganjurkan
orang untuk mengejar
kepuasan pemenuhan
hasrat sematayang
bersifat material atau
jasmaniah (Mill, 1893:10).
Kekeliruanitu dinyatakan
Mill sebagai berikut:

“Now such a theory of life
excites in many minds,
and among them in some
of themost estimable

in feeling and purpose,
inveterate dislike. To
suppose that life has (as
they expressit) no higher
end than pleasure —no
better and nobler object
of desire and pursuit-

they designate as utterly
mean and groveling; as a
doctrine worthy of swine..”

Padahal bagi Epikuros,
kemanfaatan dalam
tindakan seseorang
bukanlah mengejar segala
kenikmatan tanpa batas,
melainkan kenikmatan
tersebut terletak justru
pada batas-batas yang
ditentukan (Graham,
2015:60) Hanya
kenikmatan yang
memberikan manfaat
yang digunakan sebagai
pedoman kebaikan, karena
nikmat berlebihan pada
akhirnyajustru tidak
memberikan manfaat.
Bahwa yang membedakan
hasrat hewan dengan
pemenuhan hasrat
manusiaadalah
kemampuan manusia
untuk mengkonsepsikan
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dan memberikan batasan
tertentu pada hasrat
tersebut (Mill, 1893:11),
yaitu sejauh hasrat
tersebut memberikan
kemanfaatan dan bukan
rasa sakit,membuat
manusia menjadi
manusiawidan bukan
menjadibinatang buas.

Etika Aristoteles dimulai
dengan ajarantentang
kebaikan, eudaimonia.
Filsuf YunaniKunoini
menulis bahwa tujuan
hidup manusia adalah
untuk kebaikan dan
kemanfaatan. Dalam
Nichomachean Ethics,
Aristoteles menulis
sebagaiberikut: “Every
skilland every inquiry, and
similarly every action and
rational choice, is throught
toaim at some good; and
sothe good has been
aptly described as that at
which everything aims”
(Aristitotle 2014:3). Dalam
beberapa hal, Aristoteles
membedakan apayang
dimaksud dengan
pleasure dan happiness
(dalam bahasaIndonesia
pleasure terjemahannya
adalah kesenangan

atau kenikmatan serupa
dengan happiness yang
diterjemahkan sebagai
kebahagiaan).Bagi
Aristoteles, happiness
(eudaimonia) terletak
pada tindakan yang
memilikinilai (secara
khusus yaitu tindakan
yang mempromosikan
kesempurnaan pikiran
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danjiwa seseorang)
bersifat universal,
sedangkan pleasure
adalah pemenuhan
hasrat dalamjangka
pendek semata yang
bersifatindividual (Scarre,
2002:4) Sebagaimana
Aristoteles, John Stuart
Mill berpendapat

bahwa dalam ajaran
utilitarianisme seseorang
yang bahagiaadalah orang
yang mengembangkan
dirinya, bekerjakeras
untuk menyaluran
kemampuannya,
memperbaikirasadan
memperkuat simpatinya
(Scarre, 2002:4)

Penganutaliran
Utilitarianisme
mempunyai prinsip bahwa
manusia akan melakukan
tindakan-tindakan

untuk mendapatkan
kebahagiaan yang
sebesar-besarnyadan
mengurangi penderitaan.
Sebagaimana uraian
diatas, ajaranini
menempatkan
kemampuan manusia
untuk hidup lebih
manusiawi, sehingga
segalabentuk struktur
sosial masyarakat yang
baik, termasuk institusi
didalamnya, harus dapat
membuat masyarakatnya
makin manusiawi, bukan
menjadilebih buruk.

Barangkaliyang
membedakan tiap pemikir
utilitarian adalah konsepsi
mereka tentang ukuran

m Konmisi YupisiAL
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kemanfaatan itu sendiri.
Kepada siapa kemanfaatan
tersebut diberikan
apakah secaraindividual
atau masyarakat secara
umum? Benthamyang
berkembang padazaman
enlightenment selaras
dengan semangat
individualism, yang
artinya setiap individu
didoronguntuk
mengembangkan
diriuntuk mencapai
kebahagiaan secara
personal (Tanya,
Simanjuntak, & Hage,
2010:92). John Stuart
Mill melancarkan kritik
terhadap gurunya
tersebutdengan
menyatakan Bentham
terlalu naif dengan
menganggap seolah tidak
ada pertentanganantara
kebahagiaanindividu
dankebahagiaan umum.
Bagi Mill, perasaan
individual tentang
keadilan bagidirinya
justrumenimbulkan rasa
keadilan bagioranglain,
bahkan menempatkannya
sebagaiyangutama
sehingga mendorongnya
untuk berbuat kebaikan
bagioranglain. Pada titik
inilah Mill berargumen
bahwa dengan akalnya,
manusia dapat
menyesuaikan kebutuhan
individualnya dengan
kepentingan orang lain,
the greatest good for the
greatest number.

Hukum dan aturan
bukanlah sesuatu

yang bersifat final
danabsolut. Segala
peraturan buatan manusia
selaludalamlingkaran
proses pembentukan,
diberlakukan, dicabut atau
digantioleh yangbaru

dan terus berulang untuk
disempurnakan. Satjipto
Rahardjo menulis bahwa
hukum adalah pergulatan
kemanusiaan dan hukum
adauntuk manusia.
(Susanto, 2011:114)
Manusia menjadi sentral
dalam pemikiran Satjipto
Rahardjo dalamkonsep
hubungan hukumdan
manusia. Adalah tujuan
hukum tidak berada pada
dirinya sendirimelainkan
diluar hukum, yaitu

pada manusia sehingga
hukum yang baik haruslah
memberikan kebaikan
bagi manusia.

Realitas Tiruan
Media Sosial

Jannes Uhi, yang mencoba
menjabarkan pemikiran
Cornelis van Peursen
memulaikaryanyadengan
pendangan bahwailmu
danpengetahuan manusia
terus berkembang.
Namun apakah untuk
keadaan yanglebih

baik? Selamaribuan
tahun sejarah manusia,
ilmu dan pengetahuan
manusia bergelut

dengan pertanyaan dan
usahauntuk membuat
kehidupan yang lebih baik.
Fakta bahwamanusia
(Homo sapiens) adalah

satu-satunya mahkluk
yang mampu untuk
melakukan revolusi
kognitif, membentuk
masyarakat yang
menciptakan senjata,
pakaian, perhiasan,
agama, perniagaan,
hingga stratifikasi sosial.
(Harari, 2011:24).

Budaya padaakhirnya
memberimakna pada
kehidupan masyarakat,
dan perubahanbudaya
dapat merubah
pemaknaan masyarakat.
Manusia berhubungan
dengan dunianya
dengan memberimakna,
Mikkinen menyatakan
as dasein confronts the
world concernfully, it
does not come accros
senseless existence (Panu
Mikkinen, 996:68). Bagi
manusia, benda-benda
hadir sebagaialatdengan
tujuan (porposive tools),
sebagaiinstrumen
(zeug) yang dimanipulasi
sesuaidengan maksud
kehadiran the in-order-to)
alat tersebut. Heidegger
menulis: “Taken strictly,
there ‘is’no such thing

as anequipment. To
Being of any equipment
there always belongs a
totality of equipment,
inwhichitcan be this
equipmentthatitis.
Equipment is essentialy
something in-order-to.

A totality of equipment
is constituted by various
ways of in-order-to,
suchas servicability,

www.komisiyudisial.go.id



conduciveness, usability,
manipulability.”(F. Budi
Hardiman, 2014:98).
Dalam menggunakan
alat, manusia tidak
menggunakannya dalam
hubungan fungsional
belaka,namunjuga
melibatkan totalitas
hubungannyadengan
alatlain, lingkungan, dan
individu-individu lainnya
agar menjadi bermakna.

Terdapat batas tipis
dimanaruang media
sosial menjadiprivat atau
publik. Wacanadalam
kelompok tertutup dapat
menjadipublic ketika
diunggah atau ditarik ke
ranah sosial media yang
publik. Obrolan anatar
personal dikafe, kamar,
ruang kerja, mobil, sepeda
motor dapat menjadi
teriakan, seruan, ditengah
pasar atau kerumunan
orang. Makna komunikasi
dapat bergeser dariapa
yang dimaksudkan untuk
dipahamisebagaiurusan
personal atau antar
individu yang terbatas,
menjadi bersifat publik
dandapatdiserapoleh
berbagaikalangan.

Makna yang ditangkap
dalam komunikasi tidak
terlepas daribudaya
dimana komunikasi
tersebut disampaikan.
Dalam cyberspace,
komunikasimungkin
dilakukan oleh pihak yang
secara geografis dan
budaya berjauhan, sangat

www.komisiyudisial.go.id

mungkin menciptakan
beragam pemaknaan atas
pesan tertentu. Suatu
humor yang disampaikan
seseorang mungkin
dapat diartikan sebagai
olok-olok yang menghina
apabilapenerima
informasi tersebut pihak
yang berbeda budaya
ataurealitas sosialnya,
begitupula dengan ukuran
kesusilaan lainnya.

Media sosial dalam
cyberspace membentuk
dapat membentuk

opini, partisipasi public,
kebebasan berpendapat,
dan keterbukaanyang
ekstreme (Piliang,
2004:47).Diduniainijuga
dapat tampil berbagai
macam kejahatan

dan kekerasan yang
padanannyaadadalam
realitas fisik seperti
pencurian, perusakan,
pemalsuan, hingga
pembajakansitus.

Kita dapat mencari,
memanipulasi, merubah
konten yang bersifat
pribadi menjadi publik,
atau mencuridan merusak
data, secaratanpa hak
memindahkan sejumlah
uangdarisaturekening ke
rekening lain, singkatnya
hampir segala hal yang
dapat dilakukandi

dunia nyata dapat pula
dilakukandicyberspace.
[lmu mengajarkan apa
yang dapat atau mungkin
dapat lakukan, etika
meninggalkan kita pada
pertanyaan adalah apakah

yang seharusnyakita
lakukan?

Sebagaimanaalat,

social media dengan
internet memiliki
berbagai kemungkinan.
Penggunaan secara

baik dan benar

hingga menghasilkan
kemanfaatan yang besar
tampaknya masih perlu
dipelajaridan dimaknai
kembali. Realitas
cyberspace memiliki
kesamaandengan
realitas pengalaman
fisik, setidaknya dalam
hal adanya kontradiksi,
ambiguitas, ketimpangan,
danketidakjelasan secara
hitam-putih. Manusia
telah hidup dalam
masyarakat selama ribuan
tahun dengan berbagai
macam kekurangannya,
dan tampaknya kita mesti
menyesuaikan dengan
jenis masyarakat baru
dalam cyberspace.

Budaya berkembang
danberupaya untuk
menghapus persoalan
yang dihadapi masyarakat,
mulai darikelaparan,
wabah, perang, hingga
kejahatan, namun apabila
kita jujur, masyarakat
modern tidak menghapus
mensalah-masalah yang
dihadapipara leluhur

kita, namun kita mampu
memodifikasinya menjadi
masalah-masalah bentuk
baru dan menghadapinya
dengan cara yang sesuai
dengan kehidupan kita

MARET 2019
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saatini. Mungkin saja

kita saat ini hidup lebih
menderita ketimbang para
leluhur ribuan tahun yang
lalu. (Harari, 2011:460).
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KY Mulai Susun
Rencana Strategis
2020-2024




Setiap tahun, Komisi Yudisial (KY) rutin

menggelar rapat kerja (raker) untuk

LIPUTAN

KHUSUS
h

memantapkan program yang akan dilakukan.
Ditahun 2019, Rapat Kerja KY 2019 mengangkat
tema Transformasi KY yang Inovatif, Bernilai, dan

Berkelanjutan Melalui Renstra 2020-2024.

www.komisiyudisial.go.id

LR, TSHANCA .

etua Komisi Yudisial (KY) Jaja
KAhmad Jayus membuka Rapat

KerjaKY 2019, Rabu (20/2) di
Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat. Acara
yang berlangsung hingga Sabtu (23/2)
inidiikutioleh Pimpinan dan AnggotaKY,

pejabateselon|, I, lll,dan 1V, tenaga ahli
danseluruh pegawaiKY.

Jajadalam sambutannya menjelaskan,
dalam penyusunanrencana strategis
membutuhkan dukungan dan aspirasi
seluruh pegawaiKY. Dalam menjaga

Jaja Ahmad Jayus

KetuaKY

UV 4

!
|

dan menegakkan kehormatan hakim
diperlukan karya yanginovatif dan kreatif.

“Namun, jika kita mencapai target dalam
Renstra tanpa konsolidasi yang baik
maka akan membuang-buang waktu kita.
Jika sudah sesuai, maka apa yangkita
cita-citakan akan terwujud.,” papar Jaja.

Momentum Emas PerubahanKY

Dalam rapat kerja inimembahas
rancangan strategis Komisi Yudisial

Konisi YupisiAL

EDISI
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2020-2024 danrencana
restrukturisasiorganisasi
Komisi Yudisial yang
bertujuanagar KY tumbuh
dan berkembang menjadi
lembaga yang kredibel,
inovatif dan profesional.
Selainitu, kegiatanini
juga bertujuan untuk
membangun kerjasama
dansolidaritas antar
pegawai sebagai upaya
peningkatankinerjaKY.

“Tema Rapat KerjaKY
Tahun 2019 sayanilai
sangat baik. Halini
sejalandenganarah
kebijakan Pembangunan
Bidang Hukumdalam
RPJMN 2020-2024,

Konmisi YupisiAL JANUARI

T 2019

yaitu perbaikan sistem
peradilan,” ujar Plt.
Sekretaris Jenderal KY
Ronny Dolfinus Tulak saat
memberikan sambutan.

Menurutnya, sektor
hukum memang bukan
faktor pendorongutama,
tetapi sektor hukum
menjadikata kunci
pembangunan ekonomi.

Meningkatnya
kepercayaan publik
kepada negaraitu lahir
dariperadaban sistem
hukum dan peradilannya.

“Oleh karenaitu,
transformasi KY

TRAN"&’)RM“I Kor
z |

o
b g
Ve
k

menjadi sangat

penting dengan tujuan
mewujudkanKY yang
lebih responsif, inovatif,
dan suistanable melalui
program-programnya,
mengarahkan perubahan
organisasi secara terukur
dan sesuaikebutuhan
sehingga mampu
menjalankan visidan misi
KY ditahun 2020-2024,
serta berdampak
perbaikan sistem
peradilan,” tegas Ronny.

Sementara pada periode
2015-2019, kinerjaKY
diorientasikan untuk
mendukung kebijakan
pemerintah melalui

AAPAT KERJA KOV
SCo

lSI YUDISIAL YAN '

Fotobersama peserta
rapat kerjaKY tahun 2019

RPJMN 2015-2019

yang mengarah pada
menciptakan penegakan
hukum yang berkualitas
dan berkeadilan,
meningkatkan
kontribusi hukum untuk
peningkatan daya saing
ekonomibangsa, dan
meningkatkan kesadaran
hukum di segala bidang.

RelasiRPJMN 2015-2019
dengan pelaksanaan
wewenang dan tugas

KY dikaitkan dengan
kebijakan pembangunan
hukum nasional, yaitu
memberantas mafia
peradilandengan
sasaran berkurangnya

www.komisiyudisial.go.id
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pelanggaran hukum oleh
aparat penegak hukum.

Peningkatan akses
terhadap keadilan

Dalam Rapat Kerja

2019 inimenghadirkan
MenteriPerencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala

Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
Bambang Brodjonegoro.
Arah kebijakandan
strategi pembangunan
hukum 2020-2024, di
antaranya: penataan
regulasi, perbaikan sistem
peradilan, optimalisasi
upaya antikorupsi,

www.komisiyudisial.go.id
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dan peningkatan akses
terhadap keadilan.

Menteri Bambang
meminta KY untuk
berfokus pada
peningkatan akses
terhadap keadilan,
khususya penguatan
akses layanan keadilan
danpemberdayaan
hukum masyarakat, sesuai
dengan arah kebijakan dan
strategis pembangunan
hukum dalam kerangka
RPJMN 2020-2024.

“DisinilahKY dapat
memiliki peran untuk
membantu akses keadilan.
Belum optimalnya layanan

ILAI, [N

K

hukum untuk kelompok
miskin dan renta dapat
memberikan tempat bagi
KY untuk berperan serta

mendampingi masyarakat.

Akses terhadap keadilan
yang tidak naik-naik harus
diantisipasi, sehingga

KY fungsinya menjadi
penting agar penegak
hukum bisa menjalankan
fungsikeadilandengan
maksimal,” ujar Bambang
saat memberikan keynote
speech dihadapan peserta
RapatKerja 2019, Rabu
(20/2) diHotel Novotel
Bogor, Jawa Barat.

Dalam perjalannnya,
KY akan menghadapi

Relasi RPJMN 2015-2019
dengan pelaksanaan
wewenang dan tugas

KY dikaitkan dengan
kebijakan pembangunan
hukum nasional, yaitu
memberantas mafia
peradilan dengan
sasaran berkurangnya
pelanggaran hukum oleh
aparat penegak hukum

MARET 2019
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sejumlah tantangan,
sepertidinamika
hubungankelembagaan
KY dengan Mahkamah
Agung (MA), tindak lanjut
rekomendasiKY terkait
sanksipelanggaran

kode etik, peningkatan
penguatan integritas
dan etika bagi hakim,
penguatan kelembagaan
mendukung tugas dan
fungsiKY, termasuk
peningkatan kapasitas
dan kuantitas SDM untuk
pengawasan hakim,
dandukungansarana
prasaranadan TIK dalam
pelaksanaantugasdan
fungsi.

EDISI
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“Oleh karenaitu strategi
dan arah kebijakan

KY dalam Renstra
2020-2024 sudah sangat
tepat, seperti penguatan
pemahaman kode etik
antaraKY dan MA, serta
pemangku kepentingan
lainnya.

Selainitu penguatan peran
KY dalam menegakkan
kehormatan, keluhuran,
martabat serta perilaku
hakim dengan mindset
pencegahanbersama MA/
papar Bambang.

Posisistrategis KY dalam
RPJMN 2020-2024, di
antaranyaKY sebagai
menjalankan amanat UUD
1945, yaitu menjaga dan
menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat,
serta perilaku hakim.

EDISI
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Selainitu, KY juga sebagai
knowledge centre dalam
penegakan etik untuk
mewujudkan pengadilan
yang berintegritas,
menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap
lembaga pengadilan,

dan pengawas eksternal
lembaga pengadilan.

Penguatan
KelembagaanKY

Salah satuagendadalam
Rapat KerjaKY Tahun
2019 adalah diskusi
pemaparan rancangan
RPJMN 2020-2024 dan
penguatan kelembagaan
Komisi Yudisial. Hadir
sebagainarasumber
Deputi Bidang Politik,
Hukum, Pertahanan, dan
Keamanan Bappenas
Slamet Soedarsono, dan

Staf AhliBudaya Kerja
Kemenpan-RB Teguh
Widjinarko.

Slamet menjabarkan,
untuk menguatkan
posisi kelembagaan, KY
perlu membuat narasi
yang menekankan
risiko ketidakhadiran
KY di masyarakat
dengantambahan data
valid terkait halitu. KY
perlu agresif dalam
membangun narasi.

“Perlu perjuangan dengan
media massa, karena
mereka sangat powerful.
Begitu pundengan media
sosial. Saya perhatikan
KY masihjarang diekspos.
Media perlu dilibatkan
untuk mengetahu
pentingnya keberadaan
KY yangdipoles dengan

Bambang Brodjonegoro
MenteriPerencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

O MAJALAH KOMIS| YUDISIAL/EKA

"“untuk
menguatkan
posisi
kelembagaan,
KY perlu
membuat
narasiyang
menekankan
risiko
ketidakhadiran
KY di
masyarakat
dengan
tambahan data
valid terkait hal
itu. KY perlu
agresif dalam
membangun
narasi.”
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narasi yang tepat.
Barang yangbaik jika
tidak dikemas dengan
baik maka akan kurang
diapresiasi,” ujar Slamet.

Sedangkan Teguh

dalam pemaparannya
menekankan pentingnya
membuat proses

bisnis untuk pengajuan
restrukturisasiorganisasi
KY.Dokumeniniakan
memperkuat langkah KY
dalam melakukan proses.

“Restrukturisasibukan
mencariyang bagus, tapi
yang tepat. Jadiharus
disesuaikan dengan

kondisilembaga tersebut,”

kata Teguh.

Untuk selanjutnya, para
pesertaraker melakukan

www.komisiyudisial.go.id

FGD untuk menentukan
visidan misi2020-2024
sertarestrukturisasi
organisasi. Diakhir acara,
Plt. Sekretaris Jenderal
KY Ronny D. Tulak
membacakanrumusan
hasil Rapat KerjaKY 2019.

Ada beberapa alternatif
rumusan visi misiKY
yang akandijadikan
bahan untuk penyusunan
Rencana Strategis KY
2020-2024 dan prediksi
arahrestrukturisasi
organisasi.

“Adatiga konsensus
pendekatandalam
memprediksiarah
restrukturisasiorganisasi,
yaituientifikasi fungsi
berdasarkan visimisi,
identifikasifungsi

Teguh Widjinarko
Staf AhliBudaya Kerja
Kemenpan-RB

berdasarkan tugas
wewenang, klasifikasi
fungsiberdasarkan kondisi
saatini,”jelas Ronny.

Raker menghasilkan
beberapa catatan penting
untuk diperhatikan dalam
penyusunan Renstra
2020-2024 maupun
restrukturisasiorgaisasi.
Ronny menyebutkan di
antaranyaurgensimetode
yang tepat dan analisis
yang sistematis dalam
membuat kedua produk,
baik renstra maupun
restrukturisasiorganisasi.

Selain pembahasan
tentang penyusunan
Rencana Strategis
2020-2024 dan
restrukturisasi organisasi,
KY jugamenggelar

O MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA
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capacity building untuk
menumbuhkan sikap
kebersamaandiantara
pegawai. Rangkaian
kegiataninijuga diikuti
oleh Pimpinandan
AnggotaKY.

“KY inirumah kita

yang haruskitajaga
dan peliharadengan
sebaik-baiknya.
Komisioner akan sangat
memperhatikan hasil
rekomendasiraker, dan
semoga hasil raker ini
menjadiamal baik bagi
kitasemua.

Dengan mengucapkan
Alhamdulillah raker kaliini
secararesmisaya tutup,”
pungkas Maradaman
sekaligus menutup acara.
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™ PENGADILAN AGAMA SURABAYA

7 Pengadzlan Agama (PA) Surabaya Kelas 1A

Khusus memperoleh Wilayah Bebas dari Korupsz
& (WBK) oleh Kementerian PemanAparatur
T Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)
o pada akh1r2018 lalu”
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enghargaan
tersebut merupakan
strategi pencegahan

dan pemberantasan
korupsiyangdiberikan
kepada Kementerian
danlLembagayang
sepakat membangun
Zonalntegritas (ZI) di
lingkup kerjanya sehingga
berkomitmen untuk bebas
daripraktik Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme
(KKN). PA Surabaya
adalah pengadilan tingkat
pertama dilndonesiayang
berhasil mendeklarasikan
Zldilingkup kerjanya.

“Zladalah komitmen
bersama kamidan
penghargaan WBK
merupakan buah kerja
keras dariseluruhjajaran
empat pilar di pengadilan
yaitu, Ketua, Wakil Ketua,

Paniteradan Sekretaris,”
terang Wakil Ketua PA
Surabaya Mohammad
Mujib membuka cerita.

One Day Minut Hingga
Arsip Digital

Mujib mengakui
bahwamengantongi
penghargaan tidaklah
mudah, terutama saat
mengubah budaya

kerja pegawai. Namun
semangat untuk berbenah
dalam hal melakukan
pelayanan publik yang
berkualitas menjadiikhtiar
yangdilakukan bersama.

“Awalnya kami berpikir
kasihan masyarakat
pencarikeadilan setelah
perkaranya di putus, maka
14 hari kemudian mereka
baru mendapatkan salinan

putusannya.Sementara
perkarayangkamitangani
setahun bisa sampai
8.000 perkara. Kalau
begitu terus tidak hanya
kasihan masyarakatnya
karenalamamenerima
salinan putusan, tapijuga
kasihan hakimnyakarena
banyak perkarasisa,”
tambah Mujib.

Hal lain yang menjadi
permasalahan adalah
budayakerjadan cara
penyelesaianyang
berbelit-belit, sehingga
proses penanganan
suatu perkara dapat
berlarut-larut. Untuk
itu, sejalandengan
program prioritas yang
dicanangkan oleh Dirjen
Badilag, one day minut,
oneday publish, serta
didukung sarana teknologi

informasiyang dimiliki,
maka PA Surabaya dapat
memberikan pelayanan
publik yang lebih
berkualitas.

“Padamulanya sulit
mengubah pola kerjayang
dulu santai, sekarang
menjadiserius. Saat awal
kamimenjalankanone
day minut sejak Oktober
hingga Desember 2016,
banyak pegawaiyang
sakit. Mereka harus

bekerjalhariharus selesai,

apayangdisidangkan
pagihariharus selesai
sore hari, baik berita
acaramaupun salinan
putusannya.Padamalam
hariputusanresmiitu
telah dimuat diDirectory
Putusan Mahkamah
Agung, dan masyarakat
dapat mendapatkannya.
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ltulah yang dinamakan
oneday publish,” tambah
Mujib.

Proses yangsemula

14 haridapat disingkat
menjadilharikerjaitu
tidak akan dapat dilakukan
jikahanyadengankerja
hakim dan panitera
penggantisaja. Untuk itu,
proses one day minut dan
one day publishdibantu
oleh kerja pegawaihonorer
yang bertugas membuat
beritaacaradan salinan
putusan. Sementara
hakim dan panitera sibuk
melayani persidangan
bagi masyarakat.

“Denganrasio yang
tidak sebanding, maka
keberadaantenaga
perbantuaninisangat
memudahkan kami
dalam menyelesaikan
pekerjaan, sehingga tugas
Panitera Penggantiyaitu
mengoreksiBerita Acara
yang telah dibuat tenaga
perbantuandengan
menggunakan Sistem
InformasiPenelusuran

EDISI
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Perkara (SIPP). Berita
Acarayangsudah “OK”
lalu diteruskan pada
hakim. Jika sudah benar,
maka Berita Acaraitu
dimasukan dalam salinan
putusan, tidak lupa
semuanamadianonym
terlebih dahulu. Jika sudah
begitu, hakim segera
menandatangani putusan
dan scan tandatangan

itu baru dapat diupload

ke Directory Putusan
Mahkamah Agung
sehingga masyarakat
dapat mengunduhnya
malam nanti,” papar Mujib.

Mujib juga menjelaskan,
semua putusanyang

telah dikerjakan oleh PA
Surabayadidigitalisasi,
hingga sangat menghemat
tempat penyimpanan.

“Semua putusanyang
dihasilkan oleh hakim
PA Surabaya dilakukan
digitalisasi sehingga
sangat menghemat
tempat. Bayangkan1
berkas yangbesar yang
berisikan surat, identitas,

b “7as BANT
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bukti-bukti, berita acara
hingga putusan menjadi 1
file kecil, yaitu arsip digital
dandisimpandalam
server PA Surabaya,”
jelasnya.

Komitmen Pimpinan

Pelayanan publik yang
berkualitas di PA Surabaya
bukan hanya menjalankan
proses beracara cepat,
sederhanadanberbiaya
ringan semata sehingga
berhasil meraih WBK.
Haliniadalah upaya
pimpinan untuk memutus
mata rantaikeberadaan
calo, pungutan liar dan
gratifikasidipersidangan
yang konon katanya
adadan menawarkan
kemudahanbagi
masyarakat pencari
keadilan.

“Saya yakin tidak ada
calo persidangan di

PA Surabaya, silahkan
buktikan dengan Anda
datangdanikutialurnya
sesuai dengan prosedur
berperkarayangtelah

Dr e
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terpampangdiruang
publik. Jikamemang
terbukti, silakan Anda
laporkan, dan konsekuensi
untuk pegawai PA yang
melakukan pelanggaran
adalah teguran dan sanksi
berathingga pemecatan,”
ujar Mujib.

Upaya menjagacitra
lembaga pengadilan
memang telah lama
dilakoni Mahkamah Agung
dan termasuk Pimpinan

di PA SurabayadengaN
mendeklarasikan ZI di
lingkungan kerjanya.

Untuk mempertahankan
WBKmemang berat.
Menurut Abdus selaku
paniterayangtelah 2
tahun bekerja di PA
Surabaya, WBK bukanlah
akhir capaian dalam
mendukung ZI, maka
incaran selanjutnya adalah
piagam untuk Wilayah
BirokrasiBersih dan
Melayani (WBBN).

“PA Surabayainitelah
mendapatkan predikat

www.komisiyudisial.go.id



“A” excellent dariBadan
Penjaminan Mutu
Mahkamah Agung.
Saatinikamitelah
berkomitmen dan berada
diZl dengan predikat
penghargaan WBK,
selanjutnyaadalah
WBNN. Hal ini masih kami
terus upayakan, karena
beberapahaldalam
meraih WBNN berkaitan
denganinfrastruktur.
Tentu bisakita lihat
dibeberapasisiada
kekuranganterutama
ruang pelayanan kepada

J

publik. Meskibegitu moto

kamidipengadilan adalah,

bahwa kami tidak dapat
memuaskan dengan
fasilitas, tetapi kamidapat
memuaskan dengan
pelayanan cepatdan
berkualitas,” ucap Abdus
bersemangat.

® www.komisiyudisial.go.id

Lanjut menurut

Abdus, setelah apa

yang diupayakan

oleh PA seharusnya
jugadibantudengan
dukungan kebijakan
dariMahkamah Agung,
seperti payung hukum
yang melindungilingkup
pengadilan. Misalnya
adanya Satuan Petugas
(Satgas) Pungutan Liar di
lingkungan kerja Bandara
atau Kereta Api.

“Kamiyakin tidak ada
calodipengadilanini,

nahjika kamisudah
berupaya untuk bersih
seharusnyaada payung
hukum yang melindungi
kami. Ya semisal adanya
satgas yang mengawasi
keberadaan calodariluar
pengadilan, sehingga
wilayah kerja di PAini

akan senantiasa kondusif,”

harap Abdus.

Terkait saranaatau
fasilitas, tantangan PA
Surabaya dalam meraih
WBNN adalah minimnya
fasilitasdiareaumum
yang dapat dinikmati
masyarakat pencari
keadilan.

Halinikarena ukuran
gedungyangtergolong
kecil jika dibandingkan
dengan SDM, rasio
penanganan perkara, juga

daya tampung gedung
dalam mengakomodir
kebutuhan publik.

Menurut Subbagian
Perencanaan Teknologi
Informasi dan Pelaporan
Eva Juliastutik, perihal
pemeliharaan dan

MARET 2019

pengadaan gedung sudah
pernah diajukan namun
belumdisetujui.

“Sebagian kecil
permasalahanyang
adamisalnyadiruang
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu. Ukurannya sangat
sempit, jika dibanding
dengan masyarakat
yang dating. Disana unit
untuk pendinginruangan
terbilang sangat terbatas,
jadi mohon maaf atas
ketidaknyamanannya
apabila beberapasisidi

areasanamasih terasa
panas, terutama bagi
masyarakat pencari
keadilan yang hatidan
pikirannya saat datang
kesinisudah panas,” ujar
Eva pada tim redaksi
yang berkeliling melihat
sisi-sisigedung.d
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eskiberasal dari keluarga pendidik, tetapi
Mohammad Mujib yakin untuk menjadi hakim.

Menurutnya, hakim adalah profesiyang
dijanjikan Allah mendapat surga.

Pria kelahiran Jombang, 4 April 1965 ini tumbuh
dikeluarga yang kental dengan pendidikan agama
Islam. Ayah danibunya adalah guru mengaji sekaligus
pengelola Pondok Pesantren Nur Muhammad di daerah
Mojo Agung. Tak heran sejak kecil sejak dikenalkan
dengan syariat dan agidah yang menjadi bekal berkarir
sebagai hakim agama.

Lulus madrasah aliyah, Mujib sempat diminta untuk
mengajar mengajioleh kenalan ayahnya di salah satu
lembaga pendidikan Islam. Kemudian ia melanjutkan
kuliah di IAIN Sunan Ampel Ponorogo. Hingga
akhiranyaia menjadihakim, profesiberbeda dengan
saudara dan orang tuanya yang merupakanseorang
pengajar di pesantren.

“Saatitu sayaingin berbeda, karena hampir seluruh
keluarga saya berprofesi pengajar di pondok pesantren.
Lulus kuliah, akhirnya saya coba ambil kesempatan
menjadi hakim agama. Alhamdulillah diterima. Waktu
itu sayaingat nenek mengatakan bahwa ada leluhur
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Hakim Harus
Independen

yang juga seorang hakim di Keraton. Saya kaget karena
saya piker satu-satunya,” kenang Mujib.

Mujib menjadi calon hakim ditahun 1993 dan sekaligus
diangkat sebagai hakim pada tahun 1995 di Pengadilan
Agama (PA) Polewali, SulawesiBarat hingga tahun
2002.Kemudiania dipindah ke PA Kangean Kabupaten
Sumenep diujung timur atau 7 jam perjalanan kapal feri
dariPulau Madura, JawaTimur sejak 2002-2004.

“Bagi saya, sembilan tahun di Sulawesi Barat adalah
waktu pengabdian yang sesungguhnya. Saya hanya
mampu menabung dan membeli sebuah kavling kecil
seharga 40 Juta,” katanya sambil tertawa.

Sebagai hakim, Mujib sangat menghargai independensi.
Tidak ada yang dapat mengintervensidalam
memeriksa maupun memutus suatuperkara,baik itu
teman, sahabat maupun atasannya.

“Semisal pimpinan mengatakan kenapa perkaraitu
diputus merah, harusnya kan kuning, kalau saya putus
merah lantas kenapa?Di pengadilan antar hakim

tidak bias saling mempengaruhi. Meski demikian,
Alhamdulillah saya tidak pernah menemui ada

upaya intervensisepertiitu. Kamisebagai sesama
hakim sangat sadar, apabila kita memutus salah

akan membawa kita ke neraka,” ucap Muijib.
Independensi, tambah Mujib, merupakan anugrahdari
Yang MahaKuasa yang wajib disyukuri.Selama teori,
asas, fakta hukum, tuntutan etik dan moral sudah jelas,
maka hakim agar jangan ragu untuk memutus.

“Hakim adalah profesi yang dijanjikan surga oleh Allah,
maka untuk itu selalu jadi pribadi yang bahagia sebagai
hakim dengan menjaga independensikita dari segala
pengaruh yang membuat kita salah dalam melangkah,”
pesan Mujib mengakhiri.[§

www.komisiyudisial.go.id
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RAPAT KONSOLIDASI

Rapat Konsolidasi Penghubung

Komisi Yudisial di Bogor

Penghubung KY

Gelar Edukasi Publik

ejak awal tahun 2019,
Penghubung Komisi
Yudisial (KY) aktif

melakukan sosialisasidi
daerah masing-masing.

Tidak hanyaiitu,
PenghubungKY
jugadidorong untuk
meningkatkan
kapasitasnya. Berikut
rangkuman kegiatan
yangdilakukan oleh
PenghubungKY.

KY Gelar Rapat
Konsolidasi
Penghubung KY

Penghubung Komisi
Yudisial (KY) diharapkan
dapat meningkatkan
kompetensinya untuk
penguatan kelembagaan.
Pembentukannya
bertujuan untuk
membantu pelaksanaan
tugasKY.

“PenghubungKY hadir
menjaditabung solusi
terhadap masalah.
Diharapkan ke depan antar
PenghubungKY dapat
membangun komunikasi
yang sehat dansaling
mendukung,” jelas Plt.
Sekretaris Jenderal KY
Ronny Dolfinus Tulak

saat membuka Rapat
Konsolidasi Penghubung
Komisi Yudisial (KY) di
Hotel D’Anaya Bogor, Jawa
barat (23/2).

Rapat Konsolidasi tahunini
bertema Pengembangan
Kompetensidan Menjaga
Integritas Penghubung
untuk Penguatan
Lembaga. Selainitu
dilakukan pula assestment
test untuk mengetahui
potret potensiPenghubung
KY. Adapunagenda

rapat koordinasiadalah
melakukan evaluasidan

target kerja Penghubung
KY.

“Rapat Koordinasi
PenghubungKY ini
diharapkan menjadiforum
koordinasi, perencanaan
kerja, danevaluasi,”
pungkas Ronny.

Gelar Sosialisasi,
PenghubungKY Sulsel
GandengMahasiswa
UMI

Penghubung Komisi
Yudisial (KY) Wilayah
Sulawesi Selatan (Sulsel)
bekerjasama dengan
mahasiswa Kuliah

Kerja Profesi Hukum
(KKPH) Fakultas Hukum
Universitas Muslim
Indonesia (UMI) Makassar
melakukan kegiatan
sosialisasidiBalaiDesa
Sugiale Bone, Makassar,
Sabtu (9/2).

GAUNG
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Sosialisasiyangdikemas
dengan nama Penyuluhan
Hukumdengan tema
“Menumbuhkan Peran
Masyarakat dalam
mewujudkan Peradilan
Yang Bersih”inidisambut
meriah oleh masyarakat
Desa Sugiale, Kabupaten
Bone, Sulawesi Selatan.
Hadir pada kesempatan
tersebut Kepala Badan
pembinaan Desa (BPD)
Nurdin, Kepala Desa
Sugiale H. AndiMuh.
Nurdin, Koordinator
PenghubungKY SulSel
Azwar Mahis, Asisten
PenghubungKY NiPutu
DewiDamayantidan
Rahmat Ryanto.

“Kegiataninisangat
dibutuhkanoleh
masyarakat Sugiale,
kamisangat senang
dengan kehadiran Komisi
Yudisial ditengah-tengah

JAN UARI
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masyarakat untuk
memberipemahaman
mengenai Komisi
Yudisial dan memberikan
penyuluhan hukum,” tutur
Kepala Desa Sugiale H.
AndiMuh. Nurdindalam
sambutannya.

Koordinator Penghubung
KY Sulsel Azwar Mahis
menijelaskan, masyarakat
dapat melapor ke KY, bila
menemukan indikasi
pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
(KEPPH) yang dilakukan
oleh hakim."Komisi
Yudisialadalah Lembaga
Negara yang bertugas
untuk menjagadan
menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta
perilaku hakim,”jelas
Azwar Mahis.

Asisten Koordinator
PenghubungKY Sulsel
NiPutu DewiDamayanti
mengatakan, kegiatan
sosialisasisepertiinisudah
menjadi program kerja
rutin Penghubung KY
Sulsel.

“Kamiberharap melalui
kegiataninimasyarakat
bisamengenal lebih dekat
mengenaiKY, menambah
jejaring KY terutama
yangadadidaerah
danyangtidak kalah
pentingnya masyarakat
menyadariperan penting
KY dalam mewujudkan
peradilan bersihdan turut
berkontribusi aktif untuk
itu,” ujar Dewi.

E Konmisi YupisiAL
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Edukasi Publik olen PKY Sulawesi Selatan

Sementaraitu, Rahmat
Ryanto menjelaskan tata
carapelaporan terkait
dugaan pelanggaran
KEPPH.

“Masyarakat bisadengan
mudah melaporkan bila
adayang menemukan
indikasi pelanggaranyang
dilakukan oleh hakim, bisa
melaporkanlangsung

ke kantor Penghubung
KY Sulsel atau via pos

jika terkendalaoleh

jarak. Yang perludiingat
tidak dipungut biaya

sepeserpun,”jelas Rahmat.

Menjawab pertanyaan
salah satu peserta
terkait apakah KY dapat
mengubah putusan
hakim?.

Dewimenijelaskan, KY
tidak bisamengubah
putusan hakim, KY tidak
bisa masuk ke substansi
perkaradan hakim harus
independen dalam
memutus sebuah perkara.
Namun apabila dalam
proses persidangan

sampaidikeluarkannya
putusan adaindikasi
pelanggaran kode etik
yangdilakukan oleh hakim,
maka itu menjadiranah KY.

“Perlu kamitegaskan
bahwa Komisi Yudisial
bukan penegak hukum tapi
penegak etik,” tambahnya.

Usaidiskusibersama
warga, kegiatan ditutup
dengan foto bersama
lalu sambilmengepalkan
tangan, bersama-sama
menyerukan “Saya Cinta
Peradilan Bersih”.

PenghubungKY Jateng
Gelar Penyuluhan
Hukum

Penghubung Komisi
Yudisial (KY) Jawa
Tengah bekerjasama
denganmahasiswa
magang Fakultas Hukum
Universitas Negeri
Semarang (UNNES)

dan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus
1945 Semarang (UNTAG)
menggelar penyuluhan

T
Fo
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Pambergaysan Laky
umiul Masyarakan”

hukum bertema “Bersama
Komisi Yudisial Dukung
Peradilan Bersih" di
BalaiKelurahan Kandri
Kecamatan Gunung Patji,
Semarang, Sabtu (16/2).

Dalam sambutannya,
Koordinator Penghubung
KY Jawa Tengah
Muhammad Farhan
menyampaikan bahwa
kegiataninimerupakan
bagian dariedukasi
publik terkait hukum

dan kelembagaanKY.la
berharap, kegiataniniterua
berlanjut dalam upaya
mewujudkan peradilan
yangbersih

“Peran masyarakat dalam
mewujudkan peradilan
bersihinisangatlah
diperlukan. Oleh karenaitu,
marilah bersamaKY untuk
mewujudkan hal tersebut,”
ujar Farhan.

Salah satuelemen
masyarakat yang dapat
berpartisipasimembantu
KY adalah generasi
muda, yaitu Sahabat

@ wv{w.komisiyudisial.go.id




Komisi Yudisial (SKY).
Asisten Penghubung

KY Jawa Tengah

Helmi Yan Harmiyanto
menambahkan soal
wewenang dantugasKY.
Salah satu wewenangnya
adalah menjagadan
menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta
perilaku hakim.

Menurutnya, masyarakat
dapat melaporkan
hakim ketika ada dugaan
pelanggaran kode etik
hakimkeKY.

WargaBorong
Makassar Siap
DukungKY Wujudkan
Peradilan Bersih

Penghubung Komisi
Yudisial (KY) Wilayah
Sulawesi Selatan (Sulsel)
bekerjasamadengan
mahasiswa Kuliah
KerjaNyata (KKN)
angkatan VI Sekolah
Tinggi AgamaIslam
(STAI) Al-Azhar Gowa
melaksanakan kegiatan
Tudang Sipulungyang
bertemakan “Pentingnya
peran masyarakat dalam
mewujudkan peradilan
bersih” diMesjid Jami
Al-Ittihad Borong,
Makassar, Sulsel, Sabtu
(23/3).

Hadir pada kesempatan
tersebut Koordinator
PenghubungKY Sulsel
Azwar Mahis, Asisten
Koordinator Penghubung
KY Sulsel Ni Putu Dewi

www.komisiyudisial.go.id

Damayantidan Rahmat
Ryanto.

Dalam paparannya Azwar
menjelaskan terkait tugas
dan wewenang Komisi
Yudisial. Penghubung KY
sebagaiperpanjangan
tanganKY didaerah
memiliki tugas melakukan
pemantauandan
pengawasan terhadap
perilaku hakim, menerima
laporan masyarakat
berkaitan dengandugaan
pelanggarankode etik dan
atau pedoman perilaku
hakim, melakukan
verifikasi terhadap laporan
dugaan pelanggaran
KEPPH secara tertutup.

“Selainitujugadapat
mengambil langkah
hukum dan/atau langkah
lain terhadap orang
perorangan, kelompok
orangataubadan hukum
yang merendahkan
kehormatandan keluhuran
martabat hakim. Selain
itu, juga melaksanakan
tugas-tugas lainyang
diberikan oleh Komisi
Yudisial Pusat,” jelas
Azwar.

Terkait proses penerimaan
laporan masyarakat,
Rahmat Ryanto
menjelaskan tatacara
penanganan laporan
masyarakat oleh KY.

“Kamimengharapkan
masyarakat yang hadir
padakesempataninibisa
turut menyebarluaskan

mengenai tugas-tugas KY
danmelaporkan apabila
menemukan adanya
indikasi pelanggarankode
etik yang dilakukanoleh
hakim,” harap Ryan.

Padakesempatanyang
sama, NiPutu Dewi
Damayantimenjelaskan
tujuandarikegiatan yang
menjadiprogram rutin
PenghubungKY Sulsel.
Kegiataninidisebut
Tudang Sipulungyang
secara harfiah menurut
bahasa Bugis-Makassar
artinya duduk bersama.
Namun secara
konseptual merupakan
ruang bagi masyarakat
untuk menyuarakan
kepentingan-
kepentingannyadalam
rangka mencarisolusi
atas permasalahanyang
mereka hadapi.

“Kegiatan sepertiinisudah
menjadiprogram kerja
PenghubungKY SulSel
yangdilakukan diberbagai
sektor baik pelajar,
mahasiswa, ataupun
kelompok masyarakat,”
ujar Dewi.

Dewimenambahkan,
tujuan darikegiatan
Tudang Sipulung yaitu
mensosialisasikan
keberadaan Penghubung
KY dan kewenangannya.
Selainituuntuk
memperluas jejaring

KY dan menumbuhkan
kesadaran masyarakat
akan peran pentingnya

GAUNG
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dalam mewujudkan
peradilan bersih.

Kepala DesaBorongdalam
sambutannya sangat
senangdan berterimakasih
karena Komisi Yudisial dan
PenghubungKY Sulsel
yang sudah bersedia untuk
memberikan sosialisasi
dan edukasihukum kepada
masyarakat kelurahan
Borong.

“Semoga kegiataninibisa
menambah pengetahuan
warga kelurahan Borong
mengenaiKomisi Yudisial,
peradilan, hukumdan
menumbuhkan kesadaran
masyarakat untuk
mewujudkan peradilan
bersih,” ujar Suryadi.

Halsenadajuga
disampaikan Tajuddin
salah seorang warga
Borong. Menurut Tajuddin,
melihat jumlah personil
yang terbatas pada
PenghubungKY Sulsel
dengan wilayah kerja
Sulawesi Selatandan
SulawesiBarat,dimana
jumlah pengadilanyang
begitu banyak, jelas sangat
sulituntuk mewujudkan
peradilan bersih.

“TapiPenghubungKY
Sulseljangan menyerah,
tetap semangat dan

terus perbanyak kegiatan
sosialisasisepertiini.
Warga Kelurahan Borong
siap untuk mendukungKY,”
pungkas Tajuddin. (Dewi/
Nabilah/Farhan) [{
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Ulasan Buku
ekuasaan kehakiman memiliki kewenangan
Kbegitu besar. Hal itu mengingat hakim yang
merupakan aktor utama dalam kekuasaan

kehakiman memiliki tanggung jawab untuk mengadili,
memeriksa dan memutus perkara.

Namun ditengah kewenangan yang besar, kinerja
kekuasaan kehakiman justru mendapat sorotan
tajam. Masyarakat masih dipenuhi ketidakpercayaan
terhadap kinerjalembaga-lembaga peradilan karena
dianggap mengabaikan rasa keadilan.

Upaya untuk membenahilembaga peradilan terus
dilakukan. Agenda kebijakan pun mulai digagas,
seperti pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi
yudikatif dari eksekutif, serta pemisahan secara tegas
fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum.

Untuk merealisasikan hal tersebut, terdapat perubahan
penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui
Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Penempatan tiga aspek
organisasi, administratif, dan finansial kekuasaan
kehakiman menjadi satu atap di Mahkamah Agung
(MA) merupakan salah satu pokok perubahan yang
mendasar.

Dimana sebelumnya, secara administratif ada di
bawah kendali Departemen Kehakiman, sedangkan

www.komisiyudisial.go.id



secara teknis yudisial
berada dalam kekuasaan
MA.

Konsepinilebih dikenal
dengan sebutan
penyatuatapan kekuasaan
kehakiman atau one roof
of justice system.

Dalam perjalanannya,
konsep penyatuatapan
ternyata melahirkan
permasalahan baru
yang tidak ada sebelum
amandemen UUD 1945.

Jika sebelum amandemen
MA dibawah tekanan
pemerintah/eksekutif,
setelahamandemen

MA menjadi
bebas-sebebasnya

dalam menjalankanroda
peradilandilndonesia.

Halini melahirkan
pertanyaan tentang
efektifkah jika suatu
lembaga pencarikeadilan
diberikan kekuasaan
sepenuhnyadalam
menjalankan tugasnya?
SelainituMA dianggap
tidak transparan dalam
menjalankan manajemen
hakimnya.

Bukuinimengulas semua
permasalahanyangada
pascaamandemen UUD
1945, terutama dibidang
manajemen peradilan.
Semua permasalahan
yangdalam proses
manajemen hakim
dibahas oleh berbagai
pakar dariberbagai profesi

www.komisiyudisial.go.id

danlatar belakang yang
berbeda.

Semua konsekuensidari
penyatuatapan lembaga
peradilan dibahas disini,
dariproses rekrutmen,
status, pengawasan,
mutasidanrotasi, serta
permasalahanyang
masih menjerat hakim
walaupun UUD 1945 telah
memberikan kebebasan
yang cukup besar kepada
MA.

Tiap pembahasan dibagi
dalam beberapa bab yang
menjadiruh buku, dan
disusun sesuaitema yang
diangkat oleh penerbit.

Kelebihan daribukuini
adalah semua permasalah
dibahas denganrinci

dan sistematis, sehingga
pembaca akan akan
mudah menemukan

akar permasalahandari
masalah manajemen
hakim dilndonesia.
denganditopangoleh latar
belakang yang berbeda.

Pembaca akan
menemukan perspektif
yang berda-beda pula dari
tulisan yangada. Bukuini
memberikan pemahaman
untuk pembaca, bahwa
reformasiperadilan di
Indonesia masih memiliki
banyak pekerjaan rumah
yang belum selesai. Entah
karena permasalahandi
legislasiitu sendiri, atau
bahwa sebenarnya MA
sendiribelum mampu

untuk melakukan semua
pekerjaan tersebut
seorangdiri.

Bukuinitidak

sekadar menjabarkan
permasalahan semata,
tapijuga penulis
memberikan solusi
walaupun tidak mendalam
dalamtiap tulisanyang
mereka buat.

Solusidiberikan sesuai
dengan temayang
dibahas agar pembahasan
menjadi tidak melebar. Ini
juga menjadi poin positif
daribukuini, karena

tidak hanya memberikan
kritik,namunjuga
memberikan solusi dari
tiap permasalahan.

Dalam bukuinijuga
dibahas perbandingan
manajemen hakim
dengan negaralainnya
yang sudah lebih baik,
sehingga pembacajuga
mendapatkan masukan
perspektif lain tentang
masalah yang dibahas
dalam buku ini.

Kelemahan daribuku
iniadalah kurangnya
perwakilan hakim karier
sebagaipenulis untuk
memberikan perspektif
dariorangdalam.

Walaupun salah

satu penulis adalah
Gayus Lumbuun yang
merupakan mantan
Hakim Agung, tapibeliau
bukanlah hakimagung
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darijenjangkarier,namun
dariprofesional.

Pembaca pada akhirnya
tidak diberikan pandangan
dariseoranghakimkarier
akan permasalahan dari
manajemen hakim di
Indonesia, walaupun
dalam beberapa tulisan
diberikan cuplikan
dariwawancara atau
kutipan darihakim karier
mengenai permasalah
yang dibahas dalam buku
ini.

Bukuiniseyogianya dapat
menjadi sumber diskusi
terhadap permasalahan
manajemen peradilan
dilndonesiakarena
permasalahan peradilan
Indonesia sesunguhnya
sangat kompleks untuk
cukup dibahas dalam satu
buku yangdibatasioleh
halaman.

Lembaga peradilan,
dalam haliniMA dapat
menjadikan bukuini
kritikan untuk dapat
menjadilembaga negara
yang dapat menjadi
tumpuan bagipara
pencarikeadilan.

Sepertiyangditulis di
bukuinijuga, tantangan
ini bukan hanya menjadi
tugas MA sajadalam
menyelesaikannya,
namun perlu didukung
oleh pemerintah,
legislator, lembaga lain
sepertiKY, danjuga
masyarakat.[d
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“Salah satu
wewenang KY

lalah menjaga

dan menegakkan
kehormatan,
keluhuran martabat,
serta perilaku hakim.”

esuaiPasal 20 UU
No. 18 Tahun 2011
tentang Perubahan

atas UUNo. 22 Tahun
2004 tentang Komisi
Yudisial, tugas KY yakni
melakukan pemantauan
dan pengawasan
terhadap perilaku hakim,
menerima laporan dari
masyarakat berkaitan
dengan pelanggaran
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim (KEPPH),
melakukan verifikasi,
klarifikasi, dan investigasi
terhadap laporan dugaan
pelanggaran KEPPH
secara tertutup.

Hingga, memutus benar
tidaknya laporan dugaan
pelanggaran KEPPH

dan mengambil langkah
hukum dan/atau langkah
lain terhadap orang
perseorangan, kelompok
orang, atau badan hukum

www.komisiyudisial.go.id

yang merendahkan
kehormatan dan
keluhuran martabat
hakim.

Namun, laporanyang
masuk, tidak semua
dapat masuk proses
sidang pemeriksaan
panel atau pleno hingga
beruparekomendasi
sanksi hakimoleh KY

ke Mahkamah Agung
(MA). Sebab, setiap
laporan yang masuk perlu
diverifikasikelengkapan
persyaratannya (telah
memenuhi syarat
administrasidan
substansi) untuk dapat
diregistrasi dan diproses.

Sepanjang tahun 2018,
Komisi Yudisial (KY)
menerima sebanyak 1.722
laporan masyarakat.
Terbanyak disampaikan
melaluijasa pengiriman
surat dan penghubung
KY (1109 laporan) diikuti
datanglangsung ke KY
(329 laporan); pelaporan
online (188 laporan); dan
informasi (96 laporan).

Darisemuajumlah
laporanitu yang
memenuhi syarat

412 laporan,dan 63
hakim diusulkan untuk
dijatuhkan sanksi.

Berdasarkanjenis
perkara,masalah
perdata mendominasi
laporan yang masuk ke
Komisi Yudisial, yaitu
783 laporan. Untuk
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perkara pidanaberadadi
bawahnya denganjumlah
laporan 507 laporan.

Datainimenggambarkan
dominasiperkara perdata
dan pidanakarena
perkaratersebut berada
diranah kewenangan
peradilan umum dengan
kompleksitas perkara
yang tinggi dan sensitif.
Perkara lainnya adalah
tatausahanegara
sebanyak 120 laporan,
agama sebanyak 83
laporan, dan tindak
pidanakorupsi (tipikor)
sebanyak 76 laporan.

Sementaraitu, 10
propinsiyang terbanyak
menyampaikan

laporan ke KY secara
berturut-turut adalah:
DKl Jakarta sebanyak
312 laporan, Jawa Timur
sebanyak 212 laporan,
Sumatera Utara sebanyak
163 laporan,Jawa

Barat sebanyak 159
laporan, Jawa Tengah
sebanyak 120 laporan,
Sumatera Selatan
sebanyak 77 laporan,
Sulawesi Selatan
sebanyak 73 laporan,
Riau sebanyak 65 laporan,
SulawesiUtara sebanyak
46 laporan, dan Banten
sebanyak 46 laporan.

Dan, dari412 laporan yang
memenuhi syarat dan
ditanganidan diputuskan
dalam sidang pleno, KY
merekomendasikan
penjatuhan sanksi
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“Dari412laporan yang memenuhisyarat dan ditanganidan
diputuskan dalam sidang pleno, KY merekomendasikan
penjatuhan sanksi kepada 63 hakim terlapor. Rinciannya,
40 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi
ringan; 11 hakim terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi
sanksisedang; 12 hakim terlapor direkomendasikan untuk

dijatuhi sanksiberat.”

kepada 63 hakim
terlapor. Rinciannya,

40 hakim terlapor
direkomendasikan
untuk dijatuhi sanksi
ringan; 11hakim terlapor
direkomendasikan
untuk dijatuhi sanksi
sedang; 12 hakim terlapor
direkomendasikan untuk
dijatuhi sanksi berat.

Untuk sanksiringan, KY
memberiteguranringan
terhadap 9 orang hakim;
teguran tertulis terhadap
18 orang hakim; dan
pernyataan tidak puas
secaratertulis terhadap
13 hakim. Untuk sanksi
sedang, KY memberikan
penundaan kenaikan gaji
berkala selama Ttahun
terhadap 1orang hakim;
nonpalu selama 6 bulan
terhadap 7 hakim; dan
penundaan kenaikan gaji
berkala selama Ttahun
terhadap 3 hakim.

m Konmisi YupisiAL
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Untuk sanksiberat, KY
memberikan sanksi
nonpalu selama 7 bulan
terhadap Torang hakim;
nonpalu selama 2 tahun
terhadap 2 orang hakim;
penurunan kenaikan
pangkat setingkat lebih
rendah selama Ttahun
terhadap 3 orang hakim;
dan pemberhentian tetap
tidak dengan hormat
terhadap 6 orang hakim.

Hakim yang paling banyak
dijatuhi sanksi berasal
dariPengadilan Tinggi
Jayapura sebanyak 6
orang hakim. Kemudian
diikuti PN Ponorogo, PN
Balikpapan, PN Rantau
Prapat, PN Tais, PN
Malang, PN Muara Bungo,
PN Mempawah, PN Lubuk
Pakam, dan PA Surakarta
yang masing-masing
3oranghakim.KY juga
memberikan sanksi
kepada dua hakim di MA.

Kualifikasi perbuatan
hakim yang dinyatakan
terbukti melanggar
KEPPH didominasi
bersikap tidak profesional
(42 orang), tidak menjaga
martabat hakim (8 orang),
berselingkuh (6 orang),
kesalahan pengetikan
(5orang),dan tidak
berperilaku adil (2 orang).

Selainitu, dalam

kurun waktu periode 2
Januari-28 Februari 2019
sebanyak 452 laporan.
Jumlahitu terdiridari
280 laporan masyarakat
yangdisampaikan ke KY;
dan172 surat tembusan.
Sertasebanyak 46
laporan masyarakat yang
memenuhi syarat.

Berdasarkan daerahnya,
dalam periodeini
terdapat 10 provinsiyang
terbanyak menyampaikan
laporan ke KY secara

berturut-turut adalah
DKl Jakarta sebanyak
55laporan, Jawa Timur
sebanyak 49 laporan,
Sumatera Utara sebanyak
26 laporan, Jawa Tengah
sebanyak 19 laporan,
Jawa Barat sebanyak 19
laporan, Sumatera Selatan
sebanyak 11laporan,
Kalimantan Barat 9
laporan, Riau sebanyak 8
laporan, Sumatera Barat
8laporan, dan Banten
sebanyak 7 laporan.

KetuaKY Jaja Ahmad
Jayus mengatakan
rendahnya presentase
laporan yang dapat
diproseskarena
kurangnya persyaratan
yang harus dilengkapi,
laporan bukan
kewenanganKY, dan
diteruskan ke instansilain
atau Badan Pengawasan
MA, sertabanyak laporan
yangditujukan ke KY

www.komisiyudisial.go.id



berisipermohonan untuk
pemantauan persidangan
danbanyaknya surat
tembusan.

“Sehingga, kurangnya
pemahaman
masyarakat menjadi
tantangan KY untuk
lebih mengoptimalkan
sosialisasidan edukasi
kepada masyarakat terkait
kewenangan KY dantata
caralaporan masyarakat
ini,” kata Jaja, di Gedung
KY, Selasa, (12/03).

Sesuaidengan Peraturan
KY No.2 Tahun 2015
tentang Penanganan
Laporan Masyarakat,
Jajamenijelaskan bahwa
tidak semua laporan
dapat dilakukan proses

“*Jika rekomendasi sanksi hakim

sidang pemeriksaan
panelatau pleno,
karenalaporanyang
masuk perlu diverifikasi
kelengkapan persyaratan
(telah memenuhi

syarat administrasidan
substansi) untuk dapat
diregistrasidandiproses.

Setelah diverifikasi
untuk kelengkapan

data, lanjutnya, maka
laporan masyarakat
masuk ke tim analis guna
memetakan laporannya
apakah terbuktiatau
tidak terbukti. Sebelum
adanyadugaan kode
etik, sipelapor, saksi, dan
buktidiperiksa, jika sudah
lengkap dibawa ke panel
dandianalisis oleh tim
ahliyang menghasilkan

hasil pemeriksaan
pendahuluan.

Jikadipanel terbukti
adanyapelanggaran
kode etik, kata Jaja, maka
hakim diperiksa, baik

KY memeriksasecara
langsung ditempat atau
hakim dipanggil ke KY.
Namun, jika dipanel tidak
terbukti maka terlapor
belum diperiksa dan hasil
hanya diberitahukan
kepada pelapor saja.

Tetapi, jika dipanel
terbuktidan tim panel
telah memeriksa hakim
yang bersangkutan
yang menghasilkan
bahwa hakim tersebut
benar melanggar kode
etik, maka putusan

h

KY ke MA ditindaklanjuti hmgga h
ke sidang Majelis Kehormatan ‘\ ‘“ >
Hakim (MKH). Itu berarti sanksi | =

rekomendasi yang diusulkan KY

ke MA biasanya ialah pelanggaran

berat yang hukuman sanksinya

berupa diberhentikan”

www.komisiyudisial.go.id
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plenonya hakim tersebut
direkomendasikan sanksi
hakimoleh KY ke MA.
Namun, kata dia, bila
setelah diperiksa hakim
yang bersangkutan
tidak terbuktimelanggar
KEPPH. Maka, putusan
plenonya hakim tersebut
direhabilitasinama
baiknya.

“Dan, jikarekomendasi
sanksihakim KY ke MA
ditindaklanjutihingga ke
sidang Majelis Kehormatan
Hakim (MKH). Itu berarti
sanksirekomendasi
yang diusulkanKY

ke MA biasanyaialah
pelanggaran berat yang
hukuman sanksinya
berupa diberhentikan,”
kata Jaja.

| i’ {/:
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Jaja Ahmad Jayus
Ketua Komisi Yudisial
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Rekomendasi Tidak
Ditindaklanjuti

Dalam pelaksanaan
ketentuan dalam KEPPH,
MA dan KY memiliki
Keputusan Bersama Ketua
MA dan KetuaKY No.
047/KMA/SKB/IV/2009
danNo.2/SKB.PKY/
IV/2009 tentang
Peraturan Bersama
mengenaiPanduan
Penegakan Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim.
Keputusan Bersamaini
yang menjadilandasan
KY dalam memberikan
rekomendasi sanksihakim
ke MA.

Namun, sering kali
rekomendasi sanksi
hakimoleh KY ke MA
tidak ditindaklanjuti.
Jajamengatakan

tidak ditindaklanjuti
rekomendasi sanksi
hakim, sering kali menurut
MA pelanggaran hakim
yang direkomendasikan
sanksinya tersebut
ialah masuk dalam
ranah teknis yudisial,
bukan pelanggaran
KEPPH. Padahal,
lanjutnya, sebelum
direkomendasikan KY
ke MA sudah disaring
terlebih dahulu, mana
yang masuk dalamranah
teknis yudisial dan yang
tidak.

Pada prinsipnya, kata

Jaja, dalam memberikan
rekomendasiKY selalu
memperimbangkan halini.

EDISI
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Jika pelanggaranitersebut
menyangkut prinsip

profesionalitas maka KY
rekomendasikan. Da
menyangkut legal erro
dalam pertimbanganya
maka tidak akan KY

rekomendasikan ke MA.

Tanggapan MA

JuruBicara MA Andi
SamsanNganro
mengatakan sebenarnya
MA bukan tidak mau
menindaklanjuti sanksi
rekomendasiyang
diusulkan KY.Hanya
saja, darisejumlah
usulanitu adabeberapa
rekomendasi yang tidak
dapat ditindaklanjuti.
Karena, menurut MA
ada berbagaialasan.
Alasan-alasanyang
dijadikan dasar tersebut
selainmengacu pada
UU terkait, juga pada
peraturan bersamayang
dibuat MA danKY.

Andimemaparkandi
tahun 2018, dari 48 usulan
sanksirekomendasiKY,
2lusulan diantaranya
tidak dapat ditindaklanjuti
karena menyangkuti
teknis yudisial (Pasal

16 Peraturan Bersama
MA-KY).Kemudian,

4 usulan tidak dapat
ditindaklanjutikarena
terlapor sudah dijatuhi
sanksioleh MA atas
kasusyang sama.
Sedangkan selebihnya
yaitu ada 11 usulan dapat
ditindaklanjutidan 3

MA dalam halini,
tetap menghormati
prinsip kehati-hatian dan
prinsip kemitraan bersama
KY dalam mengemban
tugas pengawasan dan

penanganan dugaan
pelanggaran KEPPH

usulanditeruskan untuk
di MKH.

“Jadi, tidak benar

kalau dikatakan MA

tidak mau atauenggan
melaksanakan sanksi
rekomendasiyang
diusulkanKY. Sebab, bagi
MA sebenarnyatidak ada
alsan atau kendala untuk
melaksanakan sanksi
rekomendasiKY yang
memang merupakan
pelanggaran KEPPH.
Kecualimenyangkut
teknis yudisial,” kata Andi
saat dihubungi, Jumat
(29/03).

Maka, kata Andi, apabila
MA tidak menindaklanjuti
semua usulan sanksi
yang direkomendasikan
oleh KY, tentu bukan

tanpa alasan. “MA

dalam halini, tetap
menghormatiprinsip
kehati-hatian dan prinsip
kemitraan bersamaKY
dalam mengemban
tugas pengawasandan
penanganan dugaan
pelanggaran KEPPH,”
menurutnya.

Akan tetapi, menurut
Jaja, pelanggaran teknis
yudisial sangat tipis
dengan pelanggaran
etik. Ketua Bidang
Pengawasan Hakim dan
Investigasi KY Sukma
Violetta pun mengatakan
pelanggaran etika
memang memiliki daerah
arsir antara pelanggaran
etik dengan teknis
yudisial. “Jadji, terkait
pelaksanaan putusan

www.komisiyudisial.go.id



KY, maka seharusnya
duduk bareng untuk
memperjelas lagi
pemahaman tentang,
yang mana teknis
yudisial dan mana yang
sebenernya pelanggaran
profesi hakim,” kata
Sukma, di Gedung KY,
Rabu (13/03).

Hallainnya terkait
rekomendasi sanksi
hakimKY ke MA,

Peneliti Lembaga Kajian
dan Advokasiuntuk
Independensi Peradilan
(LelP) Liza Farihah
mengatakan MA memiliki
Badan Pengawasan

danKY jugamengawasi
hakim. Sering kali
banyak pengaduanyang
datangnya bersamaanke
MA danKY. Akan tetapi,
MA sering kali lebih dulu
melakukan eksekusi

jika terjadi pelanggaran
yangdilakukanoleh
hakim. SedangkanKY,
masih memiliki proses
dan prosedur-prosedur
tertentu.

“Sehingga, KY seringkali
didahulukan MA dalam
penanganan sanksi
hakim. Sebab, MA bisa
langsung memeriksa
hakim tersebut jika
menerima sebuah
laporan, dikarenakan
hakim tersebutjuga
berada dinbawah naungan
MA," ujarnya

Terkait persoalan
pengawasan hakim.
Liza berpendapat
bahwa seharusnya yang
mengawasi hakimini
bukan dua lembaga.
Tetapi, seharusnya
lebih efektif cukup

satulembaga saja.
“Saya pernah dengar
juga, adaide untuk
lembaga pengawasan
hakiminidiberikan saja
kewenangannya ke
KY.Sebabkan, Bawas
MA initidak hanya
mengurusi hakim saja,
tetapijuga menangani
pegawai, administrasi
dan keuangan. Namun,
jikakewenanganitu
dilimpahkan ke KY,
apakah KY mampu untuk
menanganinya sendiri,”
ujarnya.

Meskibegitu, lanjut
Liza, jikamemang
diharuskan dualembaga
yang mengawasi hakim
yakniMA dan KY, maka
perlu dibagitugas yang
jelas dinantara kedua
lembaga tersebut dalam
pengawasan dan sanksi

“Jadi, terkait pelaksanaan putusan

KY, maka seharusnya duduk

bareng untuk memperijelaslagi

pemahaman tentang, yang mana

teknis yudisial dan mana yang

sebenernya pelanggaran profesi

www.komisiyudisial.go.id
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hakim. Sehingga tidak
adalagisalah paham
atau gesekandinantara
kedualembagainidalam
pengawasan dan sanksi
hakim terkait apakah
pelanggaran hakim
tersebut masuk kedalam
teknis yudisial atau
pelanggaran KEPPH.
“Tapi, idealnyasih
seharusnya pengawasan
hakim seharusnya satu
lembaga saja,” ujarnya,

Perlu Pendalaman
Aturan KEPPH Terkait
Teknis Yudisial

Menyikapipersoalan
terkait rekomendasi
sanksiKY, Jaja
menginginkan sebelum
masa jabatannyahabis
sebagaiKetuaKY.la
berkeinginan untuk
membuat pendalaman

A

Sukma Violetta
Ketua Bidang Pengawasan
Hakim dan Investigasi
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panduan kode etik
dalamaturan keputusan
bersamaantara MA dan
KY yang menjabarkan
lebih spesifik terkait teknis
yudisial dalam KEPPH.

Misalnya, pada butir 8 dan
10 terkait disiplin tinggi
dan profesionalisme.
Menurut Jaja, disini
diperlukan kualifikasi
terkait yang sepertiapa
teknis yudisial dan yang
mana bukan merupakan
teknis yudisial.

“Jadi, sayamenginginkan
nantinya ada
penambahan sebuat
pedoman yanglebih
teknis, yang dituangkan
dalam keputusan bersama

antaraKY danMA/"
pintanya. Tidak hanyaitu,
Jaja pun menyadaribahwa
memang diperlukan
sebuah komunikasi

yang baik antara KY dan
MA, sehinggajikaada
perbedaan pandangan
antaraKY dan MA dapat
dibicarakan dengan baik.

Setiap tahun ada saja
hakim yang tersangkut
kasus korupsidan
tertangap tanganoleh
KPK serta melakukan
pelanggaran kode

etik berat yang
hukumanya dapat
berupa pemberhentian.
Maka, Jaja mengimbau
seharusnya kebiasaan
hakim yang kurang baik

SIDANG

harus diubah, bersikap
hati-hati. “Kata kuncinya
hati-hati, Selainiitu,

juga diperlukanjujur.
Jujur yang berarti tidak
melanggar kode etik, dan
tidak berpihak,” ujarnya.

Sebab, jika berpihak,
menurut Jaja, pasti

ada sesuatu yang pasti
dialanggar darikode
etik hakim. “Memutus
perkara pun, tidak
boleh karena tekanan,
baik sifatnya tekanan
kekuasaan ataupun
sifatnya fisik. Jadi, jika
hakim memiliki tekanan
dariberbagaipihak dapat
meminta perlindungan
kepada KY.KY pun
akan siap memberikan

b

MAJELIS KEHORMATAN HAKIN &
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Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

perlindungan. Jadi,
ubahlah kebiasaan yang
kurang baik,” kata dia.

la pun mengatakan
untuk menjadiseorang
hakim juga diperlukan
profesionalisme.
Yaknidenganacara
meningkatkan
pengetahuan, wawasan
dengan cara pendidikan
formal atau sering
membaca peraturan
barudll. “Selainitu,
dalam membuat putusan
hakim harus menjaga
integritasnya, agar
putusan yang dibuat
dapat berkualitas, baik
secara formal putusan
danmoralyang tinggi,”
sarannya.[d
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Mekanisme Penyelesaian
Tindak Pidana Pemilu

AJ Day
Tenaga Ahli KY

emilihan Umum (Pemilu) yang akan diadakan
pada 2019 diatur dalam Undang-Undang
(UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. UU ini

merupakan penggabungan daritiga UU Pemilu yang
sudah ada yaitu:

1. UUNo. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden;

2. UUNo.15 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan
Pemilu; dan

3. UUNo. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota
DPR,DPD, dan DPRD.

Selainitu, UUinijuga mengatur tentang
penyelenggaraan dan Peserta Pemilu, Sistem
Pemilihan, Manajemen Pemilihan dan Penegakan
Hukum. Juga sekaligus diatur tentang kelembagaan
yang melaksanakan pemilu yaitu KPU, Bawaslu,
DKPD dan dilaksanakan secara LUBER JURDIL
(Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil),

www.komisiyudisial.go.id

sementara dalam tulisan ini, kamihanya membahas
mengenai penyelesaian tindak pidana pemilu.

Jikamelihat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,
berbeda dengan UU yang selama ini kita kenal, dan
seperti mengikuti kodifikasi yaitu terbagiatas VI
Buku, yaitu: Buku 1, membahas tentang ketentuan
umum, Buku 2, membahas tentang penyelenggara
pemilu, Buku 3, membahas tentang Pelaksanaan
Pemilu, sementara di Buku 4, membahas tentang
pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan
perselisihan hasil Pemilu, baru di Buku 5, membahas
tentang tindak pidana pemilu dan terakhir Buku 6,
adalah penutup.

Yang berkaitan erat dengan tulisaniniadalah
menyangkut penyelengaraan Pemilu, yang
disebutkan diatas pada Buku 2 denganjudul
Penyelengara Pemilu. Pada Bab | menjelaskan
secara hirarkis penyelenggara Pemilu dari mulai
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan seluruh
jajarannya pada tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/
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Kota yang masih disebut
KPU, sedangkanjajaran
dibawahnya adalah
Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), Panitia
Pemungutan Suara
(PPS), Panitia Pemilihan
Luar Negeri (PPLN),
Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara
(KPPS), Kelompok
Penyelenggara
Pemungutan Suara Luar
Negeri (KPPSLN).

Selanjutnya padaBab
[1Buku 2, UU Pemilu
mengatur tentang
Pengawas Pemilu.
Pengawasan atas

m Konmisi YupisiAL
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penyelenggaraan pemilu
dilakukan oleh Badan
Pengawas Pemilu
(Bawaslu), yaitu Badan
yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilu
diseluruh wilayah
Kesatuan Republik
Indonesia.

Sama halnyadengan

KPU maka Bawaslu
terdiriatas Bawaslu
Pusat, Bawaslu Propinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/
Desa, Panwaslu Luar
Negeri,dan Pengawas
TPS.

Tugas utama Bawaslu
baik preventif maupun
represif atas pelanggaran
pemilu dan sengketa
pemiludalamrangka
melaksanakan tugas
penegakaninisecara
tegas menyatakan
politik uang/money
politics. Apabila terjadi
tindak pidana pemilu,
menyampaikannya
kepada Sentra
Penegakkan Hukum
Terpadu (GAKKUMDU).

Selain ada tindak pidana

pemilu yangdiatur dalam
Bab Il Buku 5 mulai

pasal 488 s/d pasal 554,

sedangkan mekanisme
atau penanganan Tindak
Pidana Pemilu diatur
dalam Bab I tentang

Tata Cara Tindak

Pidana Pemilu. Masalah
penanganan tindak pidana
pemilu adalah yang akan
menjadi pokok masalah
dalam tulisanini.

Dalam Buku 4 BablUU
Pemilujuga mengatur
tentang Pelanggaran
Pemilu, namunistilah
pelanggarandisini
tidaklah samadengan
istilah pelanggaran yang
terdapat dalam KUHP
dan UU Pidana lainnya.
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Yangdimaksud dengan
pelanggarandalam

KUHP dan Peraturan
Pidana Lainnya adalah
terjemahandariistilah
wetboek van strafrecht
overtredingen diatur
dalam Buku 3 KUHP yang
merupakan juga tindak
pidana tetapidengan
ancaman pidanaringan
yang dipertentangkan
dengan misdrijf, yang
diatur dalam Buku 2 KUHP
yang diterjemahkan
dengankejahatanyang
secarateoritik kejahatan
disebut rechtdelict dengan
pelanggarannya disebut
wetsdelict / overtredingen
/pelanggaran.

Dikatakan wetsdelict
karena tindak pidana
pelanggaran tersebut
adakarenaada
undang-undangyang
melarangnya, sebaliknya
misdrijf adalah rechdelict
karena walaupun tidak
adaundang-undangyang
melarangnya masyarakat
tetap melihatnya sebagai
suatu tindak pidana
(delict).

Untuk jelasnya kamiberi
contoh pembunuhan,
penganiayaan, pencurian
adalahyangdiatur dalam
Buku 2 KUHP rechdelicten
yaitu kejahatan. Selama
inipembahasan

atas kejahatan atau
pelanggaranjuga

diatur dalam peraturan
perundang-undangan
pidana sesudah KUHP.

www.komisiyudisial.go.id

ApaituPelanggaran
Pemilu?

Pasal 455 UU Pemilu
sebagaikelanjutan dari
pasal 454 membagiatas:

a. Pelanggaran kode etik
KPU, KPU Propinsi,
KPU Kabupaten/Kota,
Bawaslu, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota
yang ditemukanoleh
Dewan Kehormatan
Penyelenggaraan
Pemilu atau DKPP;

b. Pelanggaran
administratif pemilu;

c. Pelanggaran
terhadap peraturan
perundang-undangan
lainnya yang bukan
pelanggaran pemilu.

Menurut ayat (2) pasal
ini ketentuan lebih lanjut
mengenai penanganan
temuan dengan laporan
pelanggaran pemilu akan
diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bawaslu.

Dariuraiandiatasjelas,
bahwa pelanggaran

pemilu bukanlah dalam
artipelanggaran sesuai
KUHP (overtredingen).

Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu
dalam UU Pemilu diatur
dalam Buku 5 yang
mengatur Bab|tentang
penanganan tindak pidana
Pemilu,dan Bab Il terkait

ketentuan pidana Pemilu.

Dalam Bab | diatur tentang
tata carapenanganan
tindak pidana pemilu, jelas
yang dimaksud adalah
hukum formilnya atau
hukum acaranya, sehingga
jelas pula bahwa Polri
adalah penyidik sesuai
aturan KUHAP, begitu
pula Kejaksaan adalah
Penuntut Umum.

Mekanisme penanganan
atas suatu dugaan
tindak pidana pemilu
adalah sesuaiketentuan
Pasal 476 UU Pemilu.
Pemeriksaan laporan
tentang dugaan tindak
pidana adalah Bawaslu
danseluruhjajarannya
kebawah yaitu Bawaslu
Propinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan atau
Bawaslu Kecamatan.

Untuk mempercepat
proses penyelesaian
suatu tindak pidana
pemilu maka oleh Bawaslu
dibentuklah suatu
lembaga baru yaituyang
disebut Sentra Gakkumdu,
yaitu Sentra Penegakan
Hukum Terpadu yang
tujuannya adalah untuk
menyamakan pemahaman
danpola penanganan
tindak pidana pemilu.

GAKKUMDU ini terdiri
dariBawaslu sebagai
bagian daripenyelenggara
Pemilu, Polri, dan
Kejaksaan AgungRI.
GAKKUMDU iniadalah
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pusat aktivitas penegakan
hukum tindak pidana
Pemilu.

Jaditugas pokok
GAKKUMDU adalah
hanya penegakan hukum
tindak pidana pemilu,
bukan pelanggaran
pemilu, karenaistilah
pelanggarandisini
tidaklah samadengan
istilah pelanggaran dalam
perundang-undangan
pidanayang merupakan
terjemahan dari
overtredingen.

Pelanggaran pemilu dalam
Undang-Undang Pemilu
yang dimaksud adalah:

a. PelanggaranKode Etik
KPU maupun Bawaslu
yangditeruskan
oleh Bawaslu ke
Dewan Kehormatan
Pelanggaran Pemilu;

b. Pelanggaran
administratif pemilu
yangdiproses
diBawasludan
seterusnya;

c. Pelanggaran
terhadap peraturan
Perundang-undangan
lainnya yang bukan
pelanggaran Pemilu,
bukan sengketa
Pemilu, danbukan
tindak pidana Pemilu.

UU Pemilumengatur
tentang tindak pidana
Pemilu adadalam Buku 5
yangdiawalidengan Bab
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| tentang penanganan
Tindak Pidana Pemilu
yang sesungguhnya
merupakan hukum acara
khusus bagi tindak pidana
Pemilu, pada Bab [l dengan
judul Ketentuan Pidana
Pemilu yang dimulaidari
Pasal 488 s/d 554 adalah
pasal yang mengatur
tentang tindak pidana
pemilu. Jumlahnya

69 pasal,namun yang
menurut ketentuan pidana
hanya 68, dan pasal
terakhir Pasal 554 adalah
ketentuan pemberat dari
tindak pidana yangada.

Pada penjelasan

dalam buku tersebut
menjelaskan tentang
ketentuan subyek pidana
yaitu:

a. Setiaporang;

b. Setiap pejabat
tertentu sepertiKepala
Desa, Pelaksana/Tim
Kampanye;

c. Anggota
Penyelenggara
Pemilu/KPU dst.

Terkait dengan subyek
pidananya adalah setiap
orang, maka siapasaja
dapat melakukannya.
Jaditindak pidana pemilu
hanya orang dan bukan
korporasiatau badan
hukum yang pada waktu
akhir-akhir inidilndonesia
dalam sejumlah UU
PidanaKhusus juga dapat
dipidana/menjadi subyek
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hukum pidana korporasi
atau badan hukum seperti
pada tindak pidana
korupsi.

Tentu pidanayang
dijatuhkan bukanlah
penjara, tetapi seperti
yang diatur dalam Pasal
18 huruf c yaitudengan
penutupan seluruh atau
sebagian perusahaan.

UU Pemilu Pasal 525
disampingitujuga
mengatur tentang
kelompok perusahaan
dan/ataubadanusaha
yang memberikan
danakampanye
Pemilu yang melebihi
batas yangditentukan